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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji desentralisasi fiskal, akuntabilitas
pemerintah daerah yang diproksi menjadi akuntabilitas laporan keuangan dan
akuntabilitas kinerja, transparansi laporan keuangan pemerntah daerah terhadap
tingkat korupsi pemerintakli Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data
sekunder dari Makamah Agung Republik Indonesia di Jawa Tengah, Badan Pusat
Statistik Jawa Tengah, BPK RI, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia,
danwebsitemasingmasing pemerintah daerah kabupate@k®ampel penelitian
sejumlah 35 pemerintah daerah pada tahun 22046 sehingga total sampel
sebanyak 105 pemerintah daerah. Metode sampel yang diguraiaah
sampling jenuh. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik
dengan menmgunakarsoftwareSPSS versi 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal (X1) tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, akuntabilitas
laporan keuangan pemerintah daerah (X2) berpengaruh negatif signifikan
terhadap tingkat korupsi pemerintsh daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah (X3)
berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah,
transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (X4) berpengargditif ne
signifikan terhadap tingk korupsi pemerintah daerah.

Kata kunci : desentralisasi, akuntabilitas pemerintah daerah, transparangi lapora
keuangan pemerintah daerdtgrupsi.
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ABSTRACT

This study aims to examine fiscal decentralization, accountability of local
governments proxied to financial report accountability and performance
accountability, transparency of regional government financial reports on the level of
government corruptionni in Central Java. This study uses secondary data from the
Supreme Court of the Republic of Indonesia in Central Java, the Central Statistics
Agency in Central Java, the Republic of Indonesia BPK, the Ministry of Home Affairs
of the Republic of Indonesiand the website of each local government. The research
sample was 35 local governments in 2@D46 so that a total sample is 105 local
governments. The sample method used is jenuh sampling. The analytical model used
is logistic regression analysis usig®SS software version 21

The results showed thasdal decentralization (X1) had no significant
effect onthe level of corruption of local governments, accountability of local
government financial reports (X2) had a significant negative effect on thé dév
regional government corruption, government performance accountability (X3) had a
significant negative effect on the level @frruption in local government, and
transparency ofocal govenment financial reports (X4) haa significant negative
effecton the level of corruption of local governments.

Keywords: decentralization, local government accountability, transparency of local
government financial repartorruption.
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INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan permasalahan yaegadi pada
penerapan desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah daerah, dan transparansi
laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi yang sering terjadi
dilingkup pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pemerintah daerah adalah petinggi
deerah yang diamanahi masyarakat didalmengelola daerah untuk mencapai
kemajuan dan kesejahteraan. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal
pemerintah memegang peran penting bagi penyelenggaraan daerah- masing
masing karena dianggap pemerintahrdaelebih tahu terkait apa saja yang
dibutuhkan pada masingasing daerah guna peningkatan pelayanan publik dan
kesejahteraan. Namun terdapat dampak buruk yang dihasilkan dari sistem
desentralisasi fiskal tersebut yaitu tindak korupsi yang dilakukan elefenntah
daerah sebagai pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan. Maka pemerintah daerah
dituntut untuk dapamnenjabhnkan pemerintahan dengan baik.

Disisi lain korupsi dapat terjadi ditingkat pemerintah daerah
dikarenakan tidak adanya akuntabilitas damngraransi dari pemerintah
daerahAkuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas
laporan keuangan pemerihtadaerah (LKPD) dan akuntabilitas kinerja
pememtah. Akuntabilitas LKPD yaitu pertanggungjawaban pemerintah daerah
untuk melaporkan arus keuamgaSetiap pemerintah daerah akan diharuskan
untuk melaporkan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia guna diadakan pemeriksaan kewajmaoran keuanan. Akuntabilitas
kinerja pemerintalberkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan
mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan
dalam pencapaian misinya. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi dari
pemerintah akan mampu mewujudkan adanya pemerintahan yang baik.
Selanjutnya, transpansi laporan keuangan pemerintierah yaitu keterbukaan
pemerintah terkait arus keuangan. Keterbukaan dapat diterapkan raedhhkite
masingmasing pemerintah daerahhgegga dapat diakses oleh masyarakat luas.
Sebuah pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya prinsip
keterbukaan dari pihak penyelenggara kepada publik.

Berdasarkan hasil uji hipotesis 105 sampel pemerintalerada
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 2BA#6 menunjukkan bahwa
desentralisasi fiskal (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (X2)
berpengaruh negatif signifikanerhadap tingkat korupsi pemerintsh daerah,
akuntabilitas kinerja pemerintah (X3) berpengaruh negatif signifikan terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerah, transparansi laporan keuangan pemerintah
daerah (X4) berpengaruh negatif signifikan terhadagk#nkorupsi pemerintah
daerah
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat banyak memperbincangkan persoalan korupsi yang
terjadi padapemerintahan di Indonesia. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan
oleh pejabat tinggi yang seharusnya dipercaya masyarakat untuk kemajuan negara
dan kesejahteraan masyarakat malah sekarang mematahkan kepercayaan tersebut.
Hal ini tentu memprihatinkan bagiegara karena citra buruk pemerintah daerah
dimata masyarakat akibat tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini.
Pada dasarnya pemerintah daerah yaitu penyelenggara urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dimana pemerintai daier
mempunyai kaitan erat terhadap kemajuan daerah tersebut serta peningkatan
pelayanarpelayanan umum guna mensejahterakan masyarakat. Mengingat di era
sekarang ini sering terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hal
ini menimbulkan semdn meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan
yang semakin baik.

Di Jawa Tengah sendiri potensi terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) masih terbilang tinggi. Mengingat data yang dikeluarkan
Indonesian Corruption VAtch (ICW) dalam Republika.co.id edisi 17/10/2015
menempatkan Jawa Tengah diposisi ke 4gdenl9 kasus bersamaan provinsi
Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah kasus yang sama. Diposisi teratas

provinsi terkorup, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur menjadahdaer



terkorup dengan jumlah kasus yang saya#iu 24 kasus. Kemudian ditahun
berikutnya sebagaimana dikutip dalam kpk.go.id edisi 09/01/2017, Jawa Tengah
kembali masuk kedalam provinsi dengan pendampingan KPK dalam proses
perbaikan daerahnya. Hal tersebut tentu menjadikan Jawa Tengah masuk kedalam
kategori daerah darurat korupsi.

Tabel 1.1. Data Kasus Tipikor Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah 2017

No | Nama Daerah Jumlah Kasus
Semarang 7 & 5 ditangani
KPK

Demak Blora, Kab. Semarang
KebumenKlaten

Pati Purworejq Tegal

Batang Brebes Kota Pekalongan
Wonogiri, Kab. SemarandCilacap
PemalangSurakarta
JeparaSukoharjaMagelang Kendal,
PurbalinggaKaranganyarRembang
Banjarnegara

8 | WonosobgBanyumasBoyolali, Klaten, 1
Sragen
9 | Kota magelangSalatiga Purwokerto 0
Kudus

Sumber: Jatengtoday.com/2017

OO WIN
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~
N

Tabel diatas menunjukan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang diputuskan
oleh peradila selama tahun 2017 dari 35 pemerintah daerah Kab./Kota di Jawa Tengah
hanya empatyang bebas dari tindak korupsi yakni Kota Magelang, Kota Salatiga,
Purwokerto dan Kudus, sedangkan sisanya masih rawan terjadi tindak pidana korupsi
dimana jumlah temuan tertinggi yaitu Kota Semarang dengan 7 kasungadita
Pengadilan Tindak Pidanal kaupsi Jawa Tengah dan 5 kasus ditangani KPK.

Fakta yang diungkap dari Ketua Bidang Korupsi Politik dan Anggaran

KP2KKN Ronny Maryanto (TribunJateng edisi 25/09/2017) pada kurun waktu



19992017, tercatat 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah melakdadn t
korupsi. Bahkan Ronny menegaskan terdapat kepala daerah atau wakil kepala
daerah yang terjerat lebih dari satu kasus korupsi. Kasus terbaru yang masih
hangat adalah terjeratnya Bupati Klaten, Sri Hartini atas kasus suap dan kemudian
Wali Kota Tegal,Siti Masitha Soeparno atas kasus yang sama yaitu penyuapan
pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal. Dimana keduanya
ditangkap di rumah dinas masintasing. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Sri Puryono) sebagaimana dikutignaan.bisnis.com mengatakan
bahwa tindakan yang merugikan negara ini biasanya terjadi pada sektor
pengadaan barang dan jasa. Kemudian area yang rawan selanjutnya yai#tu hibah
bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan umum dan perizinan.
Korupsi disebuah negara apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan
dampak yang negatif bagi negara tersebut. Akibatnya tidak hanya hilangnya
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melainkan akan berimbas kepada
perekonomian dan terhambatnya kemajuan barngsamurut Widjajabrata dan
Zacchea (2004) dalam Setiawan (2012) korupsi setidaknya telah menyebabkan 2
(dua) dampak utama terhadap perekonomian, yakni : (1) korupsi merupakan
penghambat utama dari pertumbuhan ekonomi akibat yang ditimbulkan terhadap
investas dan pertumbuhan sektor swasta; serta (2) menjauhnya dan bahkan
larinya investor luar negeri dari Indonesia akibat korupsi yang semakin menjadi di
Indonesia. Menurut Irawanti (2015) dampak negatif korupsi pada sektor publik

tidak hanya terbatas pada biaskonomi dan biaya sosial, namun akan berimbas



juga terhadap kualitas pelayanan publik akibat semakin tingginya kerugian yang
dialami negara dari tindak korupsi tersebut.

Dari fokus pembahasan ini, ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor
faktor yang meyebabkan terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
diantaranya yakni desentralisasi fiskal. Sejak berlakunya UU No. 22/1999 dan UU
No. 25/1999 tentang pemerintah daerah pada era reformasi, telah membuat
perubahan sistem pemerintahan yang tadlversifat sentralisasi berubah menjadi
desentralisasi. Latar belakang terjadinya perubahan itu sendiri dikarenakan pada
tahun 1998 dimana adanya tuntutan demokrasi disegala aspek negara. Selanjutnya
UU No. 22/1999 disempurnakan dengan adanya perundatangan baru yaitu
UU No0.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya
desentralisasi fiskal maka akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri serta
memiliki kebebaan dan prioritas masingasing daerah. Yilmaet al (2008)
dalam Nugroho (2016) memandang desentralisasi fiskal sebagai pemberian
tanggung jawab kepada pemerintah lokal dalam hal pengeluaran (belanja) dengan
otonomi pelayanan sehingga dapat merespontkbhn masyarakat setempat.
Haryanto (2015) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi belanja
(expenditure) didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah lokal dalam
mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan diskresi seutuhnya oleh masing
masing dash.

Di Indonesia sendiri desentralisasi fiskal masih menimbulkan pro dan

kontra. Irawanti (2015) dalam penelitiannya menyatakan setelah diberlakukannya



desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, korupsi pada tingkat pemerintah daerah
terus meningkat misalny@anyak Peraturan Daerah (Perda) khususnya mengenai
APBD dan perizinan yang diciptakan sebagydificial agar pejabat lokal beserta
kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh peluang mendapatkan rente
dari aturan tersebut. Irawanti (2005) juga meakah penyebab tindak korupsi

yaitu penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya
diri sendiri atau kelompoknya. Pendapat yang sama dihasilkan oleh penelitian
Sasana (2009) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal yang terggirdi n
berkembang apabila tidak berpegang pada standart teori desentralisasi, hasilnya
akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dimana hal tersebut
merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi pada level pemerintah daerah.
Desentralisasi fiskguga dianggap sebagai pemindahan eksternalitas negatif dari
pemerintah pusat menuju pemerintah daerah (Haryanto, 2015). Hasil penelitian
Rinaldi et al. (2007) dalam Nugroho (2016) bahwa pengungkapan kasus korupsi
di daerah sejalan dengan pelaksanaan dedieasi di Indonesia. Peneliti

Indonesian Corruption Watch (ICWD)onal Fariz www.voaindonesia.com07

Januari 2016), memberikan fakta bahwa otonomi daerah yang seharusnya menjadi
jembatan bagi terwujudnya desetisasi pembangunan malah mendorong potensi
terjadinya tindak korupsi di daerah.

Disisi lain menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) menyimpulkan
bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, kargmemerintah daerah akan lebih efisien dalam

penyediaan barardgarang publik. Sama halnya dengan hasil penelitian yang
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dilakukan oleh Fisman dan Gati (2000), Lecuna (2012), Goel dan Nelson (2010)
dalam sebuah penelitian oleh Nugroho (2016) yang menyebhttava besarnya
desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, yang berarti
dengan adanya desentralisasi fiskal maka tingkat korupsi cenderung turun.

Faktor lain penyebab terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) menuut sebuah teorioleh Klitgaard (2005) dalam wgroho (2016)
menjelaskankorupsi merupakan sebuah monopoli kekuasaan dan kewenangan
pejabat tanpa adanya sebuah akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dakuntabilitas kinerja
pemerintah daerah. Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban
mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan
perundingundangan (LAN & BPKP, 2000) Pemerintah juga wajib
mempertanggungjawabkakinerjanya didalam memberikan pelayanan kepada
publik yaitu dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemérinta

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik terciptaggad
governanceatau pemerintain yang baik (Mardiasmo, 2002%emakin baik
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka korupsi yang terjadi di
pemerintah daerah semakin berkurang. Pernyataan tersebut didukung penelitian
Masyitoh et al. (2015) dalam Ikhwaret al. (2016) yang menunjukkan bahwa
akuntabilitas keuangan bergamuh negatif terhadap korupsi, berarti semakin baik
tata kelola pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat
mengurangi tingkat korupsi. Hal serupa disampaikan oleh De Asis (2006) dalam

Khairudin dan Erlanda (2016) strategi yang dagilakukan untuk memberantas



korupsi di pemerintahan daerah salah satunya vyaitu dengan meningkatkan
akuntabilitas. Hal yang bertolak belakang dengan penelitian tersebut diatas
disampaikan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012)
menemuka bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak
berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Serupa
dengan penelitian Heriningsih dan Marita (2013) yangnbuktikan bahwa
opini auditor, dan kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio
pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadaptingkat korupsi di pemerintah daerah.
Selanjutnya, karakteristikGood Governanceselain akuntabilitas yaitu
Transparans(openness)Transparansi diartikan sebagai keterbulkpamerintah
dalam merberikan informasi kepada publinelalui situs resminya masing
masing sehingga mudah diakses oleh masyaeftatpihak yang berkepentingan
Kurniawan (2009) dalam penelitiannya menyatakamwa transparansi LKPD
berpengaruh negatif teatlap tingkat korupsi. &bijakan pengeluaran/anggaran
dapat menyebabkan korupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan pengawasan
institusi yang efektif dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi,
pengeluaran untuk pengadaan, serta penetapangaramg tambahan
(extrabudgetary accounts Hasil penelitian yang sama ditunjukan Gedeona
(2005) dalam Khaimdin dan Erlanda (2016) mengemmmberantasan korupsi di
tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketertutupan sistem
pengelolaan agaran hendaknya diubah dengan penekanan pada prinsip
transparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa adanya transparansi.

Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dihasilkan Setiyawan dan



Safri (2016) bahwa transparansi terhadap peragbokeuangan daerah masih
belum jadi kenyatan. Sama halnya dengan penelitian yang dikasil oleh
Wulandari (2015) bahwa transparansi LKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerabh.

Dari berbagai uraian diatas dan seiring dengan matahya perbedaan
hasil penelitian terkait peran desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan transparansi
laporan keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah,
maka penulis ingin meneliti kembali mengenai varialzlabel tersebut.

Penelitan ini mengacu pada penelitian Nugroho (2016) yang menguiji
tentang pengaruhDesentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah, Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap
Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah (Studi Tahun 222Q13) Perbedaan
terjadi padgpenambahan variabel yakni transparansi laporan keuangan daerah dan
obyek penelitian. Pada penelitiaNugroho (2016) di lakukan di seluruh
pemerintah daerah di Indonesia berbeda dengan penelitian kali ini yakni
pemerintah daah di Provinsi Jawa Tengallasan pemilihan obyek penelitian
tersebut seperti yang telah disebatkdahwa Jawa Tengah masih banyak terjadi
tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan selalu menempati kedalam
peringkat 10 besar provinsi terkorup didtmesia.

1.2. Rumusan Masalah

Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pemerintah daerah

memberikan dampak buk terhadap perekonomian dan menyebabkan kerugian

negara.Faktorfaktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah



diantaranyalesentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan
pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal mengacu pada kewenangan daerah dalam
mengalokasikan belanja sesuai kebutuhan daerah masisigg untuk
kemandirian daerah dan meningkatkan efasteraan masyarakat dengan
penyediaan palanan publik semakin efektiAkuntabilitas LKPD mengacu
kepada pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan
ketaatan terhadap peraturan perundamgangan. Sedangkan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah mengacu kepada sejauh mana pencapaian kinerja dan tujuan
dari pemerintah daeral&elanjutnya, ransparansi laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) yang di artikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam
memberikan informasi keuangan kepadablik terkait aktivitas pengelolaan
keuangardaerah.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian yang menjadi
dasar didalam penelitian ini adalah :
1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah di ProginJawa Tengah?
2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerahRibvinsi Jawa Tengah?
4. Apakah tansparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh

terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?



1.3.

1.4.
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitiadafah

Menguji danmenganalisis tingkat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh akuntabilitas laporan
keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kopgmerintah daerah

di ProvinsiJawa Tengah.

Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi
Jawa Tengah.

Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh transparansi laporan keuangan
pemerintaldaerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi
Jawa Tengah.

Manfaat Penelitian

Penelitianini diharagkan dapat memdrikan manfaat sebagai berikut :

Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebdgaihan pgimbangandidalam

mengembangkan ilmpengetahuankhususnya perkembangan sektor publik di

Indonesia.

2. Aspek praktis (guna laksana)

Hasil penelitian ini dapat digunakamrl@gai masukan bagi pemerintah

dalam mengurangi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme sehinggeiptaian

keberhailan pelaksanaan pemerintahan.



BAB I

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Korupsi

Korupsi dalam bahasa inggris yaitwrrupt, corruption Dalam kamus
besar bahasa indonesia corruption yaitu korupsi yang berarti kata busuk, rusak,
buruk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok
(melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dengan kata lain korupsi
adalah pemglewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk
kepentingan pribadi atau orang lain.

Korupsi menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang kemudian direvisi
menjadi UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan
melawan hukum danepbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut
Transparancy Internationalkorupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk
kepentingan pribadi. Profesor Robert Klitgaard dalam Nugrq2616)
merumuskan sebuah teori korupsiberdasarkan pengalamannya sebagai seorang

praktisi konsultan dan penelitian korupsi diberbagai negara.

C=M+D-A
C: Corrupution(korupsi)
M: Monopoly(kekuasaan monopoli)
D: Discretion By Official{wewenang pejabat)

11
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A: Accountability(akuntabilitas)

Dari rumusan diatas dimaksudkan bahwa seseorang/kelompok melakukan
korupsi karena mempunyai kekuasaan ditambah dengan kewenangan tanpa
adanya sebuah akunthtsis sehingga menyebabkan dorongan untekakukan
tindak korupsi.

Sebuah teori yang menyebutkan motivasi seseorang/kelompok untuk

melakukan tindak korupsi yaitu tedraud triangle(Tuanokotta, 2012).

Tekananpressurg

Peluangopportunity Rasionalisasfrationalization)

Sumber : (Tuanokotta, 2012)

Tekanan (fressur¢ adalah dorongan yang dapat menyebabkan
seseorang/kelompok melakukan tindak korupsi. Misalnya : hutang atau tagihan
yang menmpuk, gaya hidup yang mewalDalam kontek ini seseorang
melakukan tindakan korupsi dikarenakan kebutuhan atau masalah keuangan bisa
juga disebabkan oleh keserakahan. Peluaogpdrtunity adalah adanya
kesempatan untuk melakukan tindak korupsi karena di depan mereka ada peluang
yang terbuka lebar untuk berbuairang. Hal tersebut didasari karengernal
control yang lemah dari organisasi tersebut. Selanjutnya Rasionalisasi
(rationalization) yaitu kecenderungan seseorang untuk membenarkan apapun

tindakannya. Misalnya tindakan untuk membahagiakan keluarga danareary
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yang dicintai, masa kerja yang cukup lama sehingga seseorang/kelompok merasa
berhak untuk mendapatkaeward lebih, dan keiginan mengambil sebagian dari
keuntungan yang diraih sebuah entitas.

Alasan pemilihan teori korupsi yang dikemukanan oleh Profesor Robert
Klitgaard dimana seseorang/kelompok melakukan korupsi karena mempunyai
kekuasaan ditambah dengan kewenangan tanpayadsebuah akuntabilitas
sehingga menyebabkan dorongan untuk melakukan tindak korupsi. Teori yang
dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih menekankan pada aspek kewenangan.
Terkait dengan penyelengaraan pemerintahan dimana tindak korupsi, kolusi, dan
nepdisme (KKN) mayoritas dilakukan oleh pejabat tinggi yang dipercaya sebagai
pihak yang berwenang atau berkuasa terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bila
kemiskinan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi,
pada kenyataannya pelaku kpsu sekarang ini orangrang dengan kekayaan
yang melimpah seperti pengusaha, anggota DPR, pejabat negara dan petinggi
lainnya. Tindak korupsi tersebut bukan dilakukan atas dasar mereka lemah
ekonomi melainkan karna adanya kekuasaan/kewenangan atas jghatan
mereka duduki. Karena dengan posisi tersebut, ia merasa memiliki kekuasaan
yang penuh terhadap pengelolaan dan st yang dimiliki tanpa dengan
adanya pertanggungjawaban yang benar. Didukung dengan sebuafraigbri
triangle (Tuanokotta, 2012)iantaranya tekanapressurg peluang gpportunity),
rasionalisasir@tionalization Pada teori tersebut menjelaskan motivasi seseorang

terkait tindak korupsi yang dilakukannya.
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2.1.1.1Penyebab terjadinya korupsi
Setelah diketahui pengertian korupsi sddari yang memotivasi untuk
melakukan tindak korupsi, maka perlu diketahui penyebab terjadinya korupsi.
Shah (2007) mengemukakan korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah atau
sektor publik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :
1. Kualitas maajemen sektor publik
2.  Sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan
masyarakat
3.  Kerangka hukum
4. Tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi
informasi
Adapun penyebab terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme
merurut Hehamahua (2011) dalam Wulandari (2015), berdasarkan kajian dan
pengalaman setidaknya terdapat beberapa penyebab, diantaranya sebagai berikut :
1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru
Sebagai negara yang baru berkembang seharusnya lebih mengutamakan
pembangunan dibidang pendidikan. Namun selama ini di Indonesia difokuskan
pembangunan dibidang ekonomi. Padahal bagi negara yang baru merdeka masih
terbatas dalam SDM, uang, manajemen, dan teknologi.
2. Kompensasi PNS yang rendah
Bagi negara yang baru merdekentu tidak memiliki uang yang cukup
banyak untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Dengan

adanya prioritas pembangunan dibidang ekonomi, sehingga menimbulkan pola
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hidup yang konsumtif, sehingga banyak PNS melakukan tindak KKN baikaerup
waktu, uang, melakukan kegiatan pungli maupoark up kecil-kecilan demi
keuntungan pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang serakah

Pola hidup yang konsumtif mendorong pejabat untuk meraup kekayaan
sehingga dengan adanya wewenang dan jabatannya lahirlah sédeghsgengan
melakukammark upproyekproyek pembangunan bahkan mengambil keuntungan
dari kekayaan dan aset daerah.
4.  Law enforcemertidak berjalan

Mengingat di Indonesia semua penegak hukum hampir tidak berjalan
disemua lini kehidupan baik di instansi pemerintah maupun di lembaga
kemasyarakatan karena segala sesuatu dapat diukur dengan uang. Didalabkan
enforcementtidak berjalan dimana aparatnegak hukum bisa dibayar mulai dari
polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada
koruptor sangat ringan dan dapat ditebus dengan uang sehingga tidak
menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut
dalam lermasyarakat sehingga masih tetap berani melakukan tindak KKN.
5. Pengawasan tidak efektif

Dapat kita lihat permasalahan yang terjadi pada pemerintah dalam
melakukan pengembangan dan prog@mogram yang dikerjakan belum
terselesaikan sepenuhnya. Banyak paogproyek dikerjakan dengan lambat dan
tidak tepat waktu dalam masa penyelesaiannya. Itu semua terjadi karena

kurangnya pengawasan di pemerintahan kita. Pengawasan tersebut diartikan
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sebagai proses dalam memastikan apakah kinerja sudah terlaksanaesegami d
apa yang sudah direncanakan.
6. Tidak ada keteladanan pemimpin

Saat ini masih banyak pemimpin yang belum menegakkan pancasila
sebagai ideologi bangsa. Sedangkan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan
baik apabila anggotanya bersedia mengintegrasikanditdtawah pola tingkah
laku yang normatif. Pemimpin harus mempu memberikan pengaruh baik terhadap
anggotaanggotanya. Ketika seorang pemimpin tidak mampu memposisikan
dirinya sebagai teladan bagi anggateygotanya, sehingga anggota tidak bisa
mematuhi dn mengikuti aturan yang telah ditentukan . Disinilah bisa memicu
perilaku korup.

7. Budaya masyarakat yang kondusif KKN

Didalam kehidupan sehanaripun masyarakat telah turut terlibat
melakukan KKN seperti mengurus KTP, SIM, STNK, pendaftaran sekolah atau
perguruan tinggi, melamar kerja dan kémn. Dimulai dari hal terkecil seperti itu
menjadikan KKN sebagai perbuatan yang biasa dan tidak salah. Sehingga
keinginan untuk berbuat penyimpangan yang lebih besar dari hal kecil tersebut
sangat mungkin terjadi.

Kurniawan (2009) juga menyebutkan bahwa tindak korupsi terjadi ketika
seorang pejabat memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan otorisasi
tanpa diimbangi adanya transparansi, kejelasan prosedur dan administratif.
Termasuk kebijakan pengeluaran/gagan dapat menyebabkan korupsi ketika

tidak adanya keterbukaan dan pengawasan yang efektif dalam pembuatan
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kebijakan mengenai proyek investasi, pengeluaran untuk pengadaan, serta
penetapan anggaran tambahaxtrgbudgetary accounts

Selain itu menurut Keenterian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2011)
dalam Hartanto (2013), korupsi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dalam diri sendiri yang
mencangkup aspek moral (lemahnya iman, kejujuran, danmalu), aspek sikap
atau perilaku (pola hidup yang konsumitif), aspek sosial (dorongan keluarga atau
orang terdekat untuk melakukan tindak korupsi). Sedangkan faktor eksternal
diantaranya aspekekonomi (pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi), aspek
politis (kepentingan politik, meraih atau mempertahankan kekuasaan).
2.1.1.2Dampak terjadinya korupsi

Mc Mullan (1961) dalam Setiawan (2012) menyatakan akibat yang
ditimbulkan dari adanya korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, hilangnya
kepercayaan rakyatepada pemerintah, memboroskan surspenber negara,
tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing,
ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tindak
represif. Secara umum dari berbagai dampak yang ditimbudlri korupsi yaitu
merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sejalan
dengan Basyaicet al. (2003) dalam Kurniawan (2009) korupsi tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhatlak hak
sosial dan ekonomi masyarakat, mengggerogoti kesejahteraan dan demokrasi,

merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan.
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Selanjutnya Bahrin (2004) dalam Setiawan (2012) Korupsi memberikan
dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Korupsi menyebabkan kerugian material dan
immaterial, serta membawa dampak terhadap peaipekonomi biaya yang
tinggi, karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi.
2.2. Variabel-Variabel Penelitian
2.2.1. Desentralisasi Fiskal

Sejak berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tentang
pemerintah daerah pada era reformasi, telah membuat perubahan sistem
pemerintahan yang tadinya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.
Latar belakang terjadinya perubahan itu sendikarenakan pada tahun 1998
dimana adanya tuntutan demokrasi disegala aspek negara. Selanjutnya UU No.
22/1999 disempurnakan dengan adanya peruAdadgngan baru yaitu UU
N0.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya
desentralisasiigkal maka akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri serta
memiliki kebebasan dan prioritas masim@sing daerah. Penyerahan wewenang
disertai dengan adanya penyerahan kekuasakal,f pengelolaan aset, sumber
pembiayaan aktifitas daerah, tugagas pelayanan serta penyediaan fasilitas
publik. Kekuasaan fiskal dimaksudkan meliputi kewenangan perpajakan daerah,
kekuasaan untuk belanja, perencanaan, penetapan dan pelaksanaamadggar
keleluasaan dalam mendanai investasi dengan melakukan pinjaman (Modul

Manajemen Belanja Daerah, 2013:16).
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Menurut Barzelay (1991) dalam Sasana (2009) Pemberian otonomi daerah
melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan Kkesejahteraan
masyarakat.

3.  Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut
serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah.

Bastian (2006) dalam Hartanto (2013) menyebutkan bahwa pada dasarnya
setiap daerah mempunyai masimgsing potensi dan keunggulan yang berbeda
beda seperti pada misalnya aspek lokasi dan sumber daya alamnya. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan baherartjudnya sistem desentralisasi
yang baik dapat dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah itu sendiri. Menurut UU
No. 33 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil refritdasrah, hasil
pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan daralainPAD yang sah.
Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala daerah dalam
perpajakan dan retribusi skga dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Modul
Pendapatan Daerah (MPD), 2013.3).

(Hariyanto, 2012) menekankan bahwa ukuran desentralisasi yang sering
digunakan sebagai indikatodesentralisasi fiskal adalah pendapatan dan

pengeluaramesentralisasi fiskal tidak hanya dinilai dari sisi pendapatan daerah,
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tetapi juga dari sisi keleluasan daerah dalam membelanjakan dana yang dimiliki
(Nugroho, 2016). Yilmazet al (2008) dalam Nugho (2016) memandang
desentralisasi fiskal sebagai pemberian tanggung jawab kepada pemerintah lokal
dalam hal pengeluaran (belanja) dengan otonomi pelayanan sehingga dapat
merespon kebutuhan masyarakat setempat. Pendapat serupa menurut Oates (1993)
dalam @sana (2009) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena
pemerintah daerah akan lebih efisien dalam penyediaan baaeagg publik.
2.2.2. Akuntabilitas

Miriam Budiardjo (1998) dalam Setiawan (2012) mendefinisikan
akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk
memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Menurut BPKP (2007)
dalam Wulandari (2015) akuntabilitas dipandang sdabagavujudan kewajiban
seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
berupa lapman akuntabilitas kinerja secara periodik. Selaras dengan pernyataan
Sudarsana (2013) dalam Wulandari (2015) bahwa didalam konteks organisasi
sektor publik, akuntabilitas publik adalah pemberian informasdistiosureatas
aktivitas dan kinerja keuangarpemerintah kepada pihgdthak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut baik pemerintah pusat atau pemerintah
daerah diwajibkan mampu menjadi subjek pemberi informasi tersebut dalam

rangka memnuhi hakak publik.
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Akuntabilitas termasuk satu dari karakéék good governancatau tata
kelola pemerintahanayng baik (Mardiasmo, 2009Akuntabilitas publik adalah
kewajiban pihak pemegang amanahagdn) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiata yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (rincipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta
pertanggungjwaban tersebut (Mardiasmo, 2p09

Mardiasmo (200p menjelaskan lebih lanjut mengenai akuntabilitas yang
terdiri dari duanacam :

1. Akuntabilitas Vertikal yertical accountability

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawabaanitnit
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, dan pemenntsat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horisontali{orizontal accountability

Akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah
kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui sebuah lemabaga
perwakilan rakyat.

Ellwood (1993) dalanMardiasmo (2002) menjelaskan terdapat empat
dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisektor publik,
diantaranya :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukuracqountability for

probity and legality)
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Akuntabilitas kejujuran mengacu p@da penyalahgunaan jabatatse
of powe), sedangkan akuntabilitas hukum mengacu kepada jaminan adanya
kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.
2.  Akuntabilitas prosegpfocess accountabilijy

Akuntabilitas proses terkait prosedur yang digunakan dalam melaksanakan
tugas apakah sudah sesuai dengan prosedur yang cukup baik dalam hal kecukupan
sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur
administrasi.
3.  Akuntabilitas programgrogram accountability

Akuntabilitas program mengacu kepada pertimbangan program apakah
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah
mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal
namun dengan biaya miniina
4.  Akuntabillitas kebijakangolicy accountability

Akuntabillitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas kebkakgakan yang
diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Ulum (2004;3842) dalam Nugroho (2016) terdapat dua jenis
akuntabilitas, yakni :

1. Akuntabilitas keuangan
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Menekankan kepada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan

terhadap peraturan perundamgdangan, sehingga dapat menghindari

praktek penyimpagan, kecurangan, dan tindak KKN.
2.  Akuntabilitas kinerja

Menekankan kepada pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian-tiujusm yang
berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan hepadd
pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan dalam
pencapaian misinya.
2.2.2.1Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan
hal penting karena sebagai bentuk pertangguveban pemerintah daerah
terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Setiawan, 2012).
Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas
keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan penumdamgan
(LAN & BPKP, 2000). Kemudian LKPD tersebut akan menjadi bahan dasar audit
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
setiap tahunnya sehingga dapat diketahuil hggini audit. Hasil opini audit
LKPD tersebut sesuai tingkat kewajarg@enyusunan LKPD terhadap Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (Wgealified
opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WQRalified opinior), Tidak Wajar
(TW/adverse opiniopp dan Tidak Menyatakan Pendapat (THiB¢laimer

opinion) (BPK, 2017. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan
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bahwa laporan audit telah menyajikan data secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku di Indonesi®ajar Dengan Pengecualian (WDP)
menyatakan bahwa laporan audit telah yagikan data secara wajar namun dari
semua hal yang material sesuai dengan SAP terdapat suatu penyimpangan atau
kekurangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Opini Tidak Wajar
(TW) diberikan auditor ketika ditemukan ketidakwajaran entitas dalam
menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP yang berlaku di
Indonesia. Sedangkan opini tidak mmgerikan Pendapat (TMP) menyatakan
bahwa auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan dikarenakan adanya
pembatasan dalam pemeriksaan sgden auditor tidak dapat melakukan
pemeriksaan sesuai standart yang ditetapkan IAl.

2.2.2.2Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

LAN (2003;3) menyebutkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
adalah  perwujudan  kewajiban  suatu instansi  pemerintah  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menurut Ulum (200428
dalam Nugrbo (2016) menekankan kepada pertanggungjawaban atas
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian
tujuantujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan
mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumlyardierah yang digunakan

dalam pencapaian misinya.
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Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara
(LAN) modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (BPKP, 2007) dalardrrani et
al. (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah harus berdasarkan prinsip berikut ini :

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang

bersangkutan

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin gpeagn

sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan.

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat

yang

5. Jujur, objektif, trasparan dan akurat

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan

7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

Andriani et al. (2015) juga menyebutkan dalam menciptakamgdhilitas
erat kaitannya dengan konsegdue for moneyaitu :

1. Ekonomi
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Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang
terendah. Ekonomi merupakan perbandingaput dan input value yang
dinyatakan dalam satuan moneter.

2. Efisiensi

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan
input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan
perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang
telah ditetapkan.

3. Efektifitas

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara
sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output.
2.2.3. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Araujo dan TejedBomero (2016) dalam Ritonga dan Syamsul
(2016) Transparansi merupakan sebuah konsep yang luas dan berhubungan
dengan ketersediaan informdsupply side of transparencgipat diakses, dan
digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lajdegeand side of
transparancy Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), transparansi berarti
keterbukaan(opennessyemerintah dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada -pihak yang
membuuhkan informasi (Mardiasmo, 2009 Trangaransi terkait laporan
keuangan pemerintah daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan

mag/arakat. Menurut Mardiasmo (2009ransparansi pengelolaan keuangan
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daerah pada &lknya akan menciptakarhorizontal accountability antara
pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah
yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat.

Ritonga dan SyamsyR016) menyebutkan sejak ditetapkannya Uneang
Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang
menyatakan bahwa seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah (pemda)
berkewajiban menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang
dilaksanakannya. Regulasi ini, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Didalam Instruksi Mendagri
tersebut mengamanatkan pemd#uk menyiapkamenu contentlengan nama
TPAD dalam website resmi pemda. Selanjutnya, kembali dipertegas dengan
dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 07 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Diterbitkannya beberapaaperatu
tersebut adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan mengingat bahwa
pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan
negara dan merupakan elemen pokddam penyelenggaraan pemerintahan
daerah (Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah).

Sebelumnya dalam Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa

transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan
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dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi hak masyarakat (publik)
terhadap pemda, yaitu:
1. Hak untuk mengetahuright to know

Kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah,

dan mengetahui alasan yang dilakukannya suatu kebigitakeputusan tertentu.
2. Hak untuk diberi informasiright to informed

Meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan
permasalahan yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasingraght to be heard and to listened to)

Dengan adanya keterbukaan tersebut memudahkan dalam pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan disebuah daerah. Kurniawan (2009) dalam
penelitiannya menyatakan kebijakan pengeluaran/anggaran dapat menyebabkan
korupsi ketika terjadi ketiadaan transpararasi gengawasan institusi yang efektif
dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi, pengeluaran untuk
pengadaan, serta penetapan anggaran tambekiaab(idgetary accountsHasil
penelitian yang sama ditunjukan Gedeona (2005) dalam Khairudin damd&rl
(2016) mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai jalur alternatif
pemberantasan korupsi di tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan
bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan
penekanan pada pripstransparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa

adanya transparansi.
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2.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti berkaitan
dengan tingkat korupsi pemerintah daerah terhadap vatiababel yang
mempengaruhi. Penelitiannya antara lain :

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No dpa?]n'?'g;}?}r;l Variabel Ar?;ﬁ;is Hasil Penelitian
1 Nugroho Variabel Analisis : |1. Belanja Daeral
(2016) independen: Regresi berpengaruh  positi
Desentralisasi berganda terhadap tingka
fiskal, korupsi  pererintah
akuntabilitas daerah
laporan keuanga 2. Pendapatan As
pemerintah Daerah (PAD)
daerah, dar berpengaruh  positi
akuntabilitas terhadap tingka
kinerja korupsi pemerintal
pemerintah daerah
daerah 3. Opini Audit (OPINI)
berpengaruh  negat
Variabel terhadap tingkal
Dependen : korupsi  pemerintal
Korupsi daerah
pemerintah 4. LAKIP berpengaruh
daerah negatif terhadaj
tingkat korupsi
pemerintah daah
5. LPPD  berpengaru
negatif terhaday
tingkat korupsi
pemerintah daerah
2 Khairudin | Variabel Analisis |1. Akuntabilitas laporar
dan Erlandg independen ;| Analisis keuangan pemerinta
(2016) Akuntabilitas regresi daerah  berpengary
laporan keuanga| berganda negatif terhaday
pemerintah tingkat korupsi
daerah, dar pemerintah daerah
transparansi 2. Transparansi lapora
laporan keuanga keuangan pemerinta
pemerintah daerah  berpengary
daerah negatif terhadaj
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Variabel tingkat korups
Dependen pemerintaldaerah
Korupsi
Hartanto Variabel Analisis: . Desentralisasi  fiska
(2013) independen: Regresi berpengaruh  positi
Desentralisasi berganda terhadap tingkal
fiskal dan korupsi  pemerintal
karakteristik daerah
pemerintah . Karakteristik
daerah pemerintah daera
berpengaruh  negat
Variabel terhadap tingka
Dependen: korupsi  pemerintal
Korupsi daerah
pemerintah
daerah
Irawanti Variabel Analisis . Tata kelola
(2015) independen .| :Regresi pemerintah daera
Good local| linier berpengaruh  negat
governance, ng berganda dan signifikan
ekspor, terhadap korupsi.
pertumbuhan . Pertumbuhan ekonon
ekonomi, belanjg berpengaruh  negat
dan pendapata dan signifikan
ekonomi terhadap korupsi.

. Pendapatan daersg

Variabel berpengaruh  negat
dependen dan signifikan
korupsi terhadap korupsi.

. Belanja daeral
berpengaruh  negat
dan signifikan
terhadap korupsi.

. Net Ekspor
berpengaruh  negat
dan signifikan
terhadap korupsi

Heriningsih | Variabel Analisis :|1. Opini auditor tidak

dan Marita| independen :| Regresi berpengaruh terhadap

(2013) Opini audit dan berganda tingkat korupsi
kinerja didaerah

pemerintah . Rasio kemandirian

daerah tidak berpengaruh

terhadap tingkat

Variabel korupsi dipemerintah

dependen

daerah
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Tingkat  korupsi . Rago aktivitas tidak
pemerintah berpengaruh terhadap
daerah tingkat korupsi  di

pemerintah daerah.

. Rasio  pertumbuhan
tidak berpengaruh
terhadap tingkat
korups  pemerintah
daerah

Setiawan | Variabel Analisis :|1. Opini audit laporan

(2012) independen .| Regresi keuangan pemerinta
Akuntabilitas berganda daerah  berpengary
laporan keuanga negatif terhaday
pemerintah tingkat korupsi
daerah pemerintah daerah.

. Kelemahan sisten

Variabel pengendalian inter

dependen laporan keuanga

korupsi pemerintah daeral

pemerintah berpengaruh  positi

daerah di terhadap tingka

Indonesia korupsi  pemerintal
daerah.

. Ketidakpatuhan
terhadap ketentua
peraturan perundang
undangan lapora
keuangan pemerinta
daerah  berpengary
positif terhadap
tingkat korupsi
pemerintah daerah.

Babaroh Variabel Analisis : |1. Transparansi
dan independen .| Regresi berpengaruh
Prayitno Transparansi signifikan  terhaday
(201) pemerintah  daf tingkat keterjadiar
tingkat korupsi dibeberap
pendidikan daerah di Indonesia
masyarakat . Tingkat  pendidikan
masyarakat tidal
Variabel berpengaruh
dependen signifikan  terhaday
Korupsi di tingkat keterjadiar
Kabupaten  dat korupsi dibeberap

Kota Madya di

Indonesia

daerah di Indonesia
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Wulandari | Variabel Analisis : |1. Opini audit tidak
(2015) independen : Regresi berpengaruh
Akuntabilitas logistik signifikan  terhaday
laporan keuanga tingkat korups
pemerintah pemerintah daerah
daerah dar 2. Kelemahan SPI tida
kinerja keuagan berpengaruh
pemerintah signifikan terhaday
daerah tingkat korups
pemerintah daerah
Variabel 3. Kepatuhan peratura
dependen perundangundangan
tingkat  korupsi tidak berpengarul
pemerintah signifikan terhaday
daerah tingkat korupsi
pemerintah daerah
4. Rasio kemandiriar
berpengaruh
signifikan  terhaday
tingkat korupsi
pemerintah daerah
5. Rasio belanja opera
tidak berpangaruh
signifikan  terhaday
tingkat korupsi
pemerintatdaerah
6. Rasio belanja modg
tidak berpengarul
signifikan  terhaday
tingkat korupsi
pemerintah daerah
7. Rasio  pertumbuha
tidak berpengarul
signifikan  terhaday
tingkat korupsi
pemerintah daerah
Saputra Variabel Analisis :|1. Desentralisasi fiska
(2012) Independen ;| Analisis perpengaruh positi
Desentralisasi jalur (path signifikan terhaday
fiskal Analysis) korupsi di Indonesia
Variabel
Dependen
Korupsi di

Indonesia
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2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangkapemikiran teoritis merupakan konsep untuk menjelaskan dan

menunjukan keterkaitan variaberiabel yang diteliti.

Daerah(X2) TingkatKorupsi

K i L intah h Pemerintah
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daera (X3/ Daerah(Y)
Transparansi Laporan Keuangan Pemerintal

Daerah (X4)

Desentralisasi Fisk#&KX1)
Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah§:
>

Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian

2.5. Pengembangan Hipotesis
2.5.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Korupsi
Pemerintah Daerah
Dengan adanya perundangdangan baru yaitu UU No0.32/2004 tentang
pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka
akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan rumaimgaga daerahnya sendiri serta memiliki kebebasan
dan prioritas masingnasing daerah. Penyerahan kewenangan tersebut diharapkan
mampu menciptakan kemandirian dalam membangun daerahnya dan daerah lebih
tahu terkait pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan anakgit sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan. Sayangnya dengan adanya pelaksanaan
desentralisasi fiskal tersebut banyak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan

pada daerah setempat dengan munculnya sejumlah praktik korupsi, kolusi, dan
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nepotisme (KKN).Sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal semakin jauh dari
yang dicitacitakan (Haryanto, 2015). Irawanti (2015) menyebutkan bahwa
kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah menjadi celah bagi petinggi
pemegang kekuasaan untuk melakukan tindak peorterhadap dana APBD.
Dimana dana dari APBD seharusnya untuk membiayai berbagai pelayanan publik
justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri/kelompok. Sehingga
terhambatnya pembangunan daerah serta pelayanan publik menjadi tidak
maksimal dan kegghteraan masyarakat menurun.

Senada dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Klitgaard (2005)
bahwa korupsi merupakan sebuah monopoli kekuasaan dan kewenangan pejabat
tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban. Seperti kita ketahui seiring dengan
maraknya kaus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada negara
Indonesia mayoritas dilakukan oleh pengusaha, anggota dewan bahkan petinggi
negara. Bila kemiskinan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor penyebab
korupsi, pada kenyataanya mereka bukanlaBngorang dengan dengan
perekonomian yang lemah. Teori yang dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih
menekankan pada aspek kewenangan. Artinya, seseorang melakukan tindak
korupsi karena adanya kewenangan/kekuasaan atas jabatan yang ia duduki.

Hasil penelian Rinaldi et al. (2007) dalam Nugroho (2016) bahwa
pengungkapan kasus korupsi di daerah sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi
di Indonesia.Didukung dengan penilitian Hartanto (201&an Saputra (2012)
menunjukarbahwasemakin tinggdesentralisadiskal maka semakin tinggi juga

tingkat korupsi. Irawanti (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan setelah
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diberlakukannya desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, korupsi pada tingkat
pemerintah daerah terus meningkat misalnya banyak Peraturan Daenddn) (Pe
khususnya mengenai APBD dan perizinan yang diciptakan sedrdifjaial agar
pejabat lokal beserta kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh peluang
mendapatkan rente dari aturan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dikanubipotesis
sebagai berikut:
H1: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi

pemerintah daerah

2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Terkait dengan laporan keuangarenerintah (LKPD), menekankan
kepada peanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan, sehingga dapat menghindari praktek penyimpangan,
kecurangan, dan tindak KKN. Kemudian LKPD tersebut akan menjadi bahan
dasar audiyang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) setiap tahunnya sehingga dapat diketahui hasil opini audit LKPD.
Semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka korupsi
yang terjadi di pemerintah daerah semdierkurang.

Masih dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Klitgaard (2005)
dalam Nugroho (2016) menjelaskan bahwa korupsi merupakan sebuah monopoli
kekuasaan dan kewenangan pejabat tanpa adanya sebuah akuntélii¢jtesd

(2005)salah satu strategapg dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah
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dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah
monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Berdasarkan paparan teori tersebut, dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai peran yarkuguypenting dan
signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi (Kurniawan, 2009).

Pernyataan tersebut didukung penelitian Masyibhal. (2015) dalam
Ikhwan et al. (2016) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan
berpengaruh negatif terhadap korupsi,rabe semakin baik tata kelola
pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi
tingkat korupsi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif
signifikanterhadap tingkat korupsi pemerintah daerah
2.5.3 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Menurut Ulum (2004;3812) dalam Nugroho (2016) menekankan kepada
pertanggungjawaban atas keimsilan maupun kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam pencapaian tupajuan yang berkaitan dengan tanggung jawab
atas pemberian amanah dan mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber
daya daerah yang digunakan dalam pencapaian misinya. aB&nytersebut
menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai
pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.
Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik terciptajnp@ governance

atau pemerintalmyang baik (Mardiasmo, 2002).
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De Asis (2006) dalam Khairudin dan Erlanda (2016) strategi yang dapat
dilakukan untuk memberantas korupsi di pemerintahan daerah salah satunya yaitu
dengan meningkatkan akuntabilitas. Didukung dengasil lpenelitian terkait
akuntabilitas yang telah di lakukan oleh Santoso dan Pembelum (2008) yang
mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengurangan
korupsi karena perbaikan kualitas akuntanbilitas kinerja mampu meminimalkan
praktik korupsi.

Berdasarkan uramyang telah disebutkan, dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H3: Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh negsthifikan
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah
2.5.4 Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), transparansi berarti
keterbukaan(opennessyemerintah dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada -pihak yang
membduhkan inbrmasi (Mardiasmo 2009 Transparansi terkait laporan
keuangan pemerintah daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan
masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negarphbgmsih dan bebas
dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus memenuhi asas
keterbukaan tersebut. Pemerintah daerah dapat menyediakan informasi

keuangannya melalui situs resminya masimgsing sehingga mudah diakses oleh
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masyarakat atau pihalagg berkepentingan. Karena dengan adanya keterbukaan
tersebut memudahkan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
disebuah daerah.

Dalam kondisi tidak transparansi, rasionalitas agen cenderung lebih kuat
karena ekspektasi agen untuk memperoleh insetif pribadi lebih besar. Sebaliknya
dalam transparansi, kepemilikan informasi yang sama dapat menghindarkan dari
korupsi karena rasionalgaagen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif
lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan salah satdrgeamtitriangle(Tuanokotta,

2012), rasionalisasi rdtionalizatior) yaitu kecenderungan seseorang untuk
membenarkan apapun tindakannya. Misalnyadakan untuk mendapatkan
reward lebih, dan keinginan mengambil sebagian dari keuntungan yang diraih
sebuah entitas.

Didukung dengan hasil penelitian Khairudin dan Erlanda (2016) mengenai
transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai jalur alteenatiérpntasan
korupsi di tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa
ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan
pada prinsip transparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa adanya
transparansi.

Berdasarkn analisis serta penelitian terdahulu di atas dapat di rumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H4: Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif

signifikanterhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar
variabel dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel
independen, dengan demikian disebut penelitian korelasional (hubungan).
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menekankan pada
pengujian teorteori melalui pengukuran variabehriabel penelitian dengan
angka dan melakukan analisi dateangan prosedur statistik (Indriantoro dan
Supomo, 2009).
3.2 Variabel, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel
3.2.1 Definisi dan Operasinal Variabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau suatu yang menjadi titik
perhatian penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen).
Variabel terikat adalahtipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh
variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan
atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh deaésaisi fiskal, akuntabilitas, dan
transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi
pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan pengujian

hipotesishipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel ytatigj.d

39
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Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat
korupsi, sedangkan variabel independennya desentralisasi fiskal, akuntabilitas,
dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.2 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel depeneh adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain
atau yang dinilainya tergantung/terikat dari nilai variabel lain (Kuntjojo,2009).
Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah
daerah.
3.2.2.1Tingkat Korupsi

Korupsi menurtipasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang kemudian direvisi
menjadi UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan
melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tingkat Korupsidiukur dengannilai dummy,ada dan tidaknya temuan
kasus penetapaau direktori putusan yang dipublikasikan olebkdmah Agung
Republik IndonesiaNilai 1 jika ditemukan adanya putusan dan O jika tidak
ditemukanputusan pada masifigasing pemerintah daerah
3.2.3 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen adalah vagapang mempengaruhi varieldain dan
nilainya mempengaruhi variabel lain, yakni variabel terikat (dependen) (Kuntjojo,
2009). Variabel independedalam penelitian ini adaladesentralisasi fiskal,

akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
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3.2.3.1Desentralisasi Fiskal

UU No0.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan
adanya desentralisasi fiskal maka akan membelesrenangan kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya
sendiri serta memiliki kebebasan daioritas masingnasing daeralPengukuran
desentralisasi fiskaflalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah
dilakukan Sasana (2009) yang mendasarkan pada penelitian Zang dan Zou (1998).

Berikut penjabaran rumus untuk pengukuran tinglesentralisasi fiskal

”_é w&(loo%

1lkr

Keterangan :

DF : Desentralisasi Fiskal

PAD : Pendapatan Asbhaerah

BHP DBP  : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TPD : Total Pengeluaran Daerah

3.2.3.2Akuntabilitas L aporan Keuangan Femerintah Daerah
Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadspraerperundang
undangan (LAN & BPKP, 20Q00LKPD tersebumenjadi bahan dasar audit yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setiap
tahunnya sehingga dapat diketahui hasil opini asdguai tingkat kewajaran
penyusunan LRD terhadap Stalar Akuntansi Pemerintah (SA@PK, 2017).
Pengukuran hasil opini auditenggunakan variabdummy yaitu variabel
yang digunakan untuk mengkuantitatifkan ighel yang besifat kualitatif

(Cooper dan Schindler, 2000). Dimana pada kategogualified opinionyang



42

terdiri dari WTPLOnqualified opiniondiberi nilai dummyt. Sedangkan untuk
kategori non unqualified opinion yang tediri WDP/qualified opinion,
TWr/adverse opiniondan TMPdisclaimer opiniordiberi nilai dummy 0.
3.2.3.3Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menurut Ulum (200438
dalam Nugroho (2016) menekankan kepada pertanggungjawaban atas
keberhasilan maupun kegagalpelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian
tujuanttujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan
mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan
dalam pencapaian misinya
Kinerja Penyelenggaraan Penméah Daerah menurut PP No. 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah
capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Ukuran Kinerja
Pemerinakh Daerah yang diproksikan dengan skor EPPD (Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dengan pengukuran sebagai berikut :
1. Full Sample :Mempergunakan variabdummy skor 1 jika pemerintah daerah
memberikan laporan LPPD dan kemendagri memberi skda
LPPD dan Skor 0 jika tidak memberikan laporan dan
kemendagri tidak memberi skor pada LPPD;
2. Sub Sample. Pemberian skor kinerja EKPPD pada pemerintah oleh

Kemendagri.
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3.2.3.4Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Mardiasmo (20Q9transparansi pengelolaan keuangan daerah
pada akhirnya akan menciptakdworizontal accountabilityantara pemerintah
daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih,
efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspdas kepentingan
masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada
penelitian Aminah dan Tarmizi (2013) yang menggunakan enam kriteria dalam
pengukuran transparansi, diantaranya sebagai berikut :
1. Terdapat pengumuman kebijakan anggar
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik
6. Terdapat informasi lainnya terkait aktivitas lainnya seperti pengadaan
barang terbuka/tender, investasi, kekayaan alam, dan sebagainya.
Adapun tata cara penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan
daerahadalah sebagai berikut (Ritonga dan Syanug) :
1. Jika suatu entitas memenuhi enam Kkriteria tersebut rpakdaian
yang diberikan untuk masiagasing indikator yaitu 1 skor. Sehingga
ketika keenam indikator dapat terpenuhi maka entitas tersebut akan
memperoleh total skor 6.
2. Menghitung tingkat transparansi (indeks) dengan cara membagi total

skor yang diperolehdengan total skor yang diharapkan dapat
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diperoleh oleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus. Rumus

operasionalnya adalah sebagai berikut :

X100

Indeks=

3.3  Populasi dan Sampel
Populasi adalatkeseluruhan dari suatu kelompoRdividu, kejadian,
ataupun hal yang menarik perhatian peneliti untuk dilakukan investigasi (Sekaran
dan Bougie, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah
di Provinsi Jawa Tengah
Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dasktemistik yang
dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 201Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik pemilihan
sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling
jenuh dikenalyga dengan istilah sensus.
3.4  Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitakifiydata berupa
angkaangka yang akan diolah dalam rangka meimkesimpulan atau hasil
penelitian. Data yang akan diolah dalam penelitian ini mé&ampaata sekunder.
Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan data sekunder adalah data yang
diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain
yang bersumber dari literature bukuku, serta dokumen perusahaan.
Data terkait tingkat korupsi diperoleh darkasus penetapan atau putusan

tindak pidana korupsdleh Makamah Agung Republik Indonesia di Jawa Tengah
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Data terkait dsentralisasi fiskal bersumber dari dpeamdapatan asli daerah dan
juga bagi hasil pajak dan non pajak yang dadagariBadan Pusat Statistik Jawa
Tengah. Data laintabilitas LKPD bersumber datiasil pemeriksaan laporan
keuanganyang diterbitkan oleh BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP). Data akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperoleh melabsie
Kemendagri Sedangkan data transparansi LKPD diperoleh data terkait
pelaporan keterb@aan pemerintah daerah wibsite masingmasing pemerintah
daerah
3.5  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan
teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenrhalhgang
berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, transkipbuduku
jurnal, dan literatutiteratur terkait (Irawanti, 2015).
3.6  Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakareldm penelitian ini terdiri ataseknik
analisisregresi logistikdengan menggunakan program SR8(&i 21sebagai alat
untuk menguiji datéersebut.
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan
variabé-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rateata (ear), nilai maksimum ay, minimum {nin),
standar deviasintuk mendiskripsikamlata menjadi sebuah informasi yang lebih

jelas dan mudah untukpahami.
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3.6.2. Regresi Logistik

Persamaan regresiogistik merupakan persamaan regresi dengan
menggunakan dua atau lebih variabel independengan variable terikat
berbentuk dummy Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai
ketergantungan variabel dependdengan satu atau lebih variabel independen
dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksiatatpopulasi atau
ratarata variabel dependen berdasarkan nilaab&l independen yang diketahui.

Dari penelitian ini model regresi logistik tepat digunakan karena memiliki
satu variabel dependen yang menggunakan data dummy dan memiliki variabel
independen yang diukur dengan skala rasmh@auun dummy

Bentuk umunpersanmaan regresi berganda ini adal@@hozali, 2011).

K=ap+ a; X1 +bX% X2 + by X3+ uX4+e

Dimana:

K = Dummy variabekorupsi

X1 = Desentraliasi Rskal

X2 = Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
X3 = Akuntailitas KinerjaPemerintalDaerah

X4 = Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
e = Error

3.6.3 Uji Parameter Model Regresi
3.6.3.1Uji Kesesuaian mode(Uji F)
Uji F dapat disebut juga tentang kebaikan model reggeginess of fjt

Menurut Ghozali (2011) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
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variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai
pengaruhyang signifikansecara bersarsama terhadap variabel dependen atau
terikat. Tingkat kepercayaarayn g di gunakan adal ah 95%
sama dengan 5% (U = 0.05) .

Rumus hipotesis statistik pengujian ini adalah sebagai berikut:

( :1 =t =1 =1 =0, artinya variabel secara independ8n,8 ,8 ,8 )

secara simultan atdnersamasama tidak berpengartwérhadap variabel dependen
(Y).

( : tidak semu& berharga nol artinya variabel independé&n,@ , 8 ,
8 ,) secara simultan atau bersas@ma berpengaruh terhadap variabel dependen
(Y).
3.6.3.20verall Model Fit

Pada prinsipnya pengujian dengan regresi logistik secara keseluruhan

dilakukan dengan menguji perubahan nilag likelihood Pad®lok awal
(beginning block pada model hanya dengan konstafada(Method = Enter)
pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasukgeadiktor diperoleh
nilai 72 log likelihood Melalui kedua blok tersebuttération History) dapat
diketahui selisih nilat2(Lo-L1) demikian terjadi peibahan nilai 2 log likelihood
setelah menggwakan 4 variabel sehinggaakan diketahuimodel dengan4d
prediktor menunjukkan sebagai model yang lebih baik.
3.6.4 Koefisien Determinasi | )

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya

presentasi pengaruh variabel independen terhadapbearependen. Koefisien

at
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ini dinyatakan dalan2 . Nilai 2 menunjukkan tingkat kemampuan semua
variabel bebas untuk mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya
ditentukan oleh variabel lain diluar variabel bebas. NRSguaredikatakan baik
jika diatas 0,5 karena nil& Squarderkisar 0 sampai 1.
3.6.5 Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
variabetvariabel independen terhadap variabel dependen baik parsial maupun
bersamssama
3.6.5.1Uji Statistik t
Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen
secara individual berpengaruh terhadap dependennya (Purwanto et. Al, 2011).
Untuk melakukan uji yang perlu dilakukan adalah merumuskan hipotesis sebagai
berikut:
1) ( :1 0, artinya desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah
(1 >0, artinya desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah
2) ( 1 0, artinya akuntabilitas LKPD tidalzerpengaruh terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah
(  :1 >0, artinyaakuntabilitas LKPD berpengaruh positif terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah
3 ( T 0, artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak

berpengaruh terhadap tingkat kpsupemerintah daerah
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(  :1 >0, artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh

positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah
4) ( :T 0, artinya transparansi LKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat

korupsi pemerintah daerah

(1T >0, artinya transparansi LKPD berpengaruh positif terhadap tingkat

korupsi pemerintah daerah

Kriteria pengambilan keputusan untuk menguiji statistik uji t yaitu jika nilai
signifikan (< dildlakatalp % imaekrai ma dan ji ka nil a

= 5%maka( diterima atay ditolak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah da&malbupateri{ota se
Jawa Tengah sebanyak 35 sampel pemerintah Kabupaten/Kota. Periode
pengamatan atas dasar penentuan jumlah sampel selamaZz@Hursampai
dengan tahun 2. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan
pada bab sebelumnya, maka diperglehlah sampel penelitian dari tahun 2014
sampai dengan 2016 adalah sebanyak 35 pemerintah Kabupaten/Kota sehingga

total keseluruhan sampel sebanyak 105 pemerintah Kabupaten/Kota.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistikdeskriptif variablepenelitiandimaksudkaruntuk menggambarkan
nilai-nilai maksimum, minimum, rateata, standadeviasidari variabelvariabel
yang digunakandalam penelitianini, yaitu tingkat korupsi,desentralisasiiskal,
akuntabilitas LKPD, akuntabilitakinerja pemerintahdaerah,dan transpaansi

LKPD.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

N Min Max Mean | Std.Deviation
Desentralisasi fiscal 105 | 7.28 | 32.90 | 14.6120 4.92799
Akuntabilitas LKPD 105 0 1 .61 .490
Akuntabilitas kinerja 105 0 1 71 454
Transparansi LKPD 105 | 0.00 | 100.00| 49.5239 29.63960
Tingkat korupsi 105 0 1 74 439
Valid N (listwise) 105

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

50
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Dari 105 datasampepemerintah daerah Kabupaten/Kota selama tahun
2014 2016, tingkat korupsi yang diukur dengan ada atiaknya temuan kasus
yang diputuskan oleh peradilanenunjukan rataata nilai sebesar 0,74% lebih
tinggi dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 0,439, artinya tingkat korupsi
dikatakan tinggi. Diperoleh sebanyak 78 Kabupaten/Kota terkena kasusikorups
dan sisanya sebanyak Kabupaten/Kotdainnyatidak terkena kasus korupsi

Desentrlisasi fiskalyang diukur denganasio PAD ditambah Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak dibagi total pengeluaran daerah dikalikan 100%
menunjukkan tingkatlesentralisasi fiskalintuk keseluruhampemerintah daerah
diperoleh rataata sebesdr4,61206 dengan nilai standar deviasi sebesar 4.92799
yang artinya bahwa Pemerint&abupaten/Kota di Jawa Tengabhcara rataata
mampu mendapatkaf?AD hingga 14,6120%6 dari total pengeluaran Nilai
tertinggi desentralisasi fiskal adalah 32®dimiliki oleh Kota Semarang tahun
2016 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Klaten dengan angka
7.28% pada tahun 2014.

Untuk variabel akuntabilitas LKPD yang diukur dan hasil pemeriksaan
laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI Jawa Tesedmma tahun
2014 7 20l6ataudari 105 dataLKPD, diperolehratarata sebesar 0,61 dengan
nilai standar deviasi sebesar 0,490 yang artinya 61% Pemerintah Kabupaten/Kota
di Jawa Tengah secara ragda mampu bertanggung jalvatas laporan keuangan
pada masingmasing pemerintah daerahSebanyak 64 pemerintah daerah
memperoleh opini WTP (Unqualified) sedangkan sisanyassebanyak 41

memperoleh opini WDKnon unqualified)
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Untuk variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daesamg diukur
dengan nilai dummyterhadapskor EPPD(EvaluasiPenyelenggaraaRemerintah
Daeral) oleh Kemendagri menunjukan ratta sebesar 0,71 dengan nilai standar
deviasi sebesar 0,454 yang artinya 71% dari 105 sampel melaporkan
penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemendagri memberikan skor pada
LPPD. Jika dipisahkan, untuk pemerintah daerah wgg melaporkan
penyelenggaraan pemerintah daerah dan memperoleh skor dari kemendagri dari
tahun 20142016 sejumlah 75 pemerintah daesgitlangkarsisanya sebanyak 30
pemerintah daeraiidak melaporkan dandak mendapat skor.

Untuk variabel transparansi LKPD yang diukur dendammyterhadap 6
indikator pelaporan keterbukaanvaébsitemasingmasing menunjukan hasil rata
rata sebesar 49,5239 dengan nilai standar deviasi sebesar 29,63960 yang artinya
secara ratasata dari 105 gapel memberikan keterbukaan informasi terhadap
publik terhadap 6 indikator pengulamr transparansi. Terdapat 3 pemerintah
daerahdengan tingkat transparansi tertinggi yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Magelang dimana pada 3 tahun hertoeraih skor 100,0
atau memenuhi 6 indikator transpasi. Sedangkan terdapat 2 pemerintah daerah
dengan skor 0,0 selama 3 tahun berturut karena kurang terpenuhinya 6 indikator
transparansi yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Sukoharjo.

4.3. Model Regresi Logistik

Untuk menguji secara multivariate hipotesis adanya pengaruh beberapa

variabel independenterhadaptingkatkorupsi dilakukan dengan menggunakan

analisis regresi logistik. Penggunaan analisis regresi logistik ini digunakan karena
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variabel deenden (tingkat korupsi) diukur dengan ukuran yang berbentuk
dummy yaitu ada dan tidak adanya putusan tindak pidana korupsi oleh peradilan
terhadap 105 sampalimana variabel inidinyatakan dalam nilai O untuk
menunjukkan tidak adanyorupsidan nilai 1 yang menunjukkan adanya tindak
korupsi

Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi
logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS
versi 21 Hasil yang diperoleh dari pengolahan yaithaggi berikut.

Tabel 4.2. Persamaan PengujiarRegresi Logistik

Variables in the Equation

95.0% C.1.fo
EXP(B)

Lower|Upper
Desentralisasi_fiska - 011 | .052| .042 | 1 |.837| .989 | .894 |1.095

B S.E. | Wald | df | Sig. | Exp(B)

Akuntabilitas_LKPD| _1 736| 683 | 6.460 | 1 |.011| .176 | .046 | .672

Akuntabilitas_kinerjig .y 731| 816 | 4.498| 1 |.034| .177 | .036| .877

Transparansi_LKPL _ 023 | 009 | 6.451| 1 |.011| .977 | .960 | .995

Constant (Y) | 5176 |1.385| 13.978| 1 |.000|177.03:
Sumber : Data sekundgang diolah, 2018

Dari output diatas dihasilkan persamaan regresi logistik sebagai berikut :

L

Ln L& =5,176" 0,011 X1i 1,736 X2i 1,731 X3- 0,23 X4
Dari model persamaartersebut, diperolehbahwa semua variable
independen menunjukan nilai koefisien dengan arah negatiikut penjelasan

dari persamaan di atas :
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1. Nilai Constant (Y) sebesar 5,176 yang berarti bahwa desentralisasi
fiskal, akuntabilitas LKPD, akuntabilitas kinerja pemerintah, dan
transparansi LKPD nmgakibatkan peningkatan sebesar 5,176

2. Variabeldesentralisadiskal (X1) menunjukkamilai negativesebesar
-0,11 yang artinydbahwadesentralisadiskal meningkatsatusatuan,
makatingkatkorupsiakanmenurunsebesar0,11.

3. Variabel akuntabilitas laporan keuanganpemerintah daerah (X2)
menunjukkan nilai negative sebesar-1,736 yang artinyabahwa
akuntabilitaslaporan keuanganpemerintahdaerahmeningkat satu
satuan, maktingkatkorupsiakanmenurunsebesarl,736.

4. Variabel akuntabilitaskinerja pemerintahdaerah (X3)menunjukkan
nilai negativesebesarl,731yang artinydbahwaakuntabilitaskinerja
pemerintahdaerahmeningkatsatusatuan, makaéingkat korupsiakan
menurunsebesar-1,731.

5. Variabel transparansilaporan keuanganpemerintah daerah X4)
menunjukkan nilai negative sebesar-0,23 yang artinyabahwa
transparansilaporan keuanganpemerintahdaerah meningkat satu
satuan, makéingkatkorupsiakanmenurunsebesar0,23.

4.4. Pengujian Parameter Model Regresi
4.4.1. Uji Kesesuaian Model Goodnes®f Fit Tesi)

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik
merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk
kecocokan atau kelayakan model secara keseluruhan. Pada pengujian kelayakan

model regresi logistik dapat dilakukan dengaenggunakan pengujian ketepatan
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antara prediksi model regresi logistik dengan data hasil pengamatan. Pengujian ini
diperlukan untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model
yang diperoleh. Model regresi logistik yang baik adalah #paidak terjadi
perbedaan antara data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil
prediksi. Pengujian tidak adanya perbedaan antara prediksi dan observasi ini
dilakukan dengan ujHosmer And Lameshowdengan pendekatan meto@di

square Dengandemikian apabila diperoleh hasil uji yang tidak signifikan, maka
berarti tidak terdapat perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan

data observasiHasil pengujianHosmer And Lameshow testliperoleh sebagai

berikut:
Tabel 4.3. Uji Kesuaian Model
Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square Df Sig.
1 12.816 8 118

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Pada tabel 4.3 Ujdosmer And Lemeshow TeBperolehnilai chi square
sebesaf 2,816 dengansignifikansisebesar @18 Dengan nilai signifikansi yang
lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak diperoleh adanya perbedaan antara data
prediksi model regresi logistik dengan dhgesil pengujian. Hal ini berarti bahwa
model tersebut sudah tepat dan atagigunakan untuk menjelaskan hubungan
variabel dependen dengan variabel independen.
4.4.2. Overall Model Fit

Pada prinsipnya pengujian dengan regresi logistik secara keseluruhan
dilakukan dengan menguji perubahan nilag likelihood pada model dengan

menggunakad variabel independen yang dihipotesiskan.



Tabel 4.4. Perubahan Log Likelihood

(Beginning BlocK
lteration History "¢
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Coefficients
Iteration -2 Log likelihood Constant
Step 0 1 119.873 971
2 119.710 1.059
3 119.710 1.061
4 119.710 1.061
Sumber : Data sekundemgdiolah 2018
Tabel 4.5. Perubahan Log Likelihood
(Method = Enter)
lteration History ¢4
-2 Log Coefficients
Iteration |likelihood |ConstantX1 X2 X3 X4
Stepl (1 (98.746 [2.725 |.001 -.869 - 737 -.014
2 193.361 |(4.267 |-.006 -1.419 -1.326 -.021
3 192.704 |5.032 |-.010 -1.688 -1.660 -.023
4 192.688 |[5.172 |-.011 -1.735 -1.729 -.023
S (92.688 |5.176 |[-.011 -1.736 -1.731 -.023
6 |92.688 |5.176 |-.011 -1.736 -1.731 -.023
Sumber : Data sekundangdiolah, 2018

Tabel 4.4 blok awal peginning block pada model hanya dengan

konstanta, diperoleh nil& log likelihoodsebesal19,710. Kemudian pada tabel

4.5Method = Enter)pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasdkkan

prediktor diperoleh nilai 2 log likelihood sebesa92,688. Melalui kedua tabel

/lteration Historydiatas dapat diketahui selisih nil&(LO-L1) adalah 119,710

92,688 = 27,02Rengan demikian teadi peubahan nilai 2 log likelihoodyang

cukup besar setelah menggunakavariabel sehingga model dengéamprediktor

menunjukkan sebagai model yang lebih baik.



57

Signifikansi penurunafi2 log likelihood dapat dilihat pada upmnibus
test of model coeffient yang juga menunjukkan pengujian kemaknaan prediktor
secara bersarrsama dalam regresi logistik dapat juga dilihat dengan

menggunakan nilai chi square dalamnibus test of model coefficiesgbagai

berikut :
Tabel 4.6. Hasil uji bersama-sama
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1Step 27.022 4 .000
Block 27.022 4 .000
Model 27.022 4 .000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Pengujian kemaknaan predictor secara bersamesama dalam regresi
logistic menunjukkanangka chisquareselesar 27022 yang merupakarselisih
antaranilai -2 log likelihood awal yang hanyanenggunakarkonstantadengan
nilai -2 log likelihoodpada model dengah variabelbebas. Nilaisignifikansi uiji
omnibus tesbf model coefficiediperolehsebesar 00 lebih kecil dari 0,05 yang
artinya terdapatpengaruh yang signifikadari 4 variabel independerterhadap
tingkat korupsiyang dilakukarpemerintah daerah
4.5. Koefisien Determinasi

Hasil nilai Pseudo FSquare dari regresi logistik digunakan untuk
mengetahui besarnyaariabel dependen (tingkat korupsang dapat dijelaskan
oleh variabelariabel yang mempengaruhingdesentralisasi fiskal, akuntabilitas

LKPD, akuntabilitas kinerja, dan transparankiAD).
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Tabel 4.7. Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Step|-2 Log likelihood| Cox & Snell R Squard Nagelkerke R Square
1 92.688 227 334

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Pada tabel.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang
ditunjukkan dari nilaiNagelkerk& sebesar 834 Hal ini berarti bahwa34%
variasi tingkat korupsiyang dilakukan oleh meerintah daeraklapat dijelaskan
oleh ke4 prediktor @esentralisasi fiskal, aktabilitas LKPD, akuntabilits kinerja
pemerintah daeratiantransparansi LKPPyang digunakan dalam penelitian ini,
sedangkan sisanya sebe66y6% tingkat korupsidapat dijelaskan oleh variabel
lainnya diluar variabel independen.

4.6. Uiji Hipotesis

Tabel 4.8. Hasil Uji RegresiLogistik

95.0% C.|.fo

B | S.E.| Wald | df | Sig.| Exp(B)| EXP(B)

Lower|Upper

&ef‘)emra"sas'—f's'(a' 011 | .052| .042 | 1 |.837| 989 | .894|1.095

(A;gmab'"tas—LKPD -1.736| 683 | 6.460| 1 |.011| .176 | .046 | .672

éf;)”tab"'tas—k'”e”a -1.731| 816 | 4.498| 1 |.034| .177 | .036| .877

oy renSHEEPR 023 | 1009 | 6451 | 1 |.011] 977 | 960 095
Constant (Y) 5.176 | 1.385| 13.978 1 |.000|177.033

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Denganmenggunakarbantuanprogramkomputer SPSYersi 21 maka

untuk mengetahuikemaknaanpengaruhdari masingmasing variabel tersebut
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dapatdilihat dari nilai uji Wald (identikdenganuji chisquare). Nilasignifikansi

yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkarbahwa variabel terebuberpengaruh

signifikan.

1. PengaruhDesentralisasi FiskalTerhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan tabel 4.8nenunjukkan bahwa nilai koefisien koefisien

regresi variabel desentralisasi fiskatlaerahdiperoleh sebesai0,011. Hasil
pengujian pengaruhnya desentralisasi fiskpéroleh nilai Wald sebes@r042
dengan signifikansi sebesar 0,837. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar
dari 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel
desentralisasi fiskamemiliki pengaruh negatifang tidak signifikan terhadap
korupsi merintahdaerah ghinggahipotesis 1ditolak.

2. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap
Tingkat Korupsi

Berdasarkan tabel 4.8nenunjukkan balka nilai koefisien koefisien

regresivariabel akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh
sebesar-1,736. Hasil pengujian pengaruh akuntabilitas laporan keuangan
pemerintah daerakliperoleh nilai Wald sebes&,460 dengan signifikansi
sebesa 0,011 Dengan nilai signifikansi yang lebikecil dari 0,05, maka
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan
keuangan pemerintah daerahemiliki pengaruh negatif yang signifikan
terhadaptingkat korupsi pemerintah daerdtasil pengujian ini sesuai dengan

temuan hipotesi bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah
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berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korugeinggahipotesis 2
diterima.
. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Korupsi

Berdasarkan tabel 4r8enunjukkan bahwa nilai koefisien regreariabel
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperoleh sebekai31l. Hasil
pengujian pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daéiaéroleh nilai
Wald sebesar4,498 dengan signifikansi sebesar 084 Dengan nilai
signifikansi yang lebihbesar dari 0,05, maka dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabelkuntabilitas kinerja pemerintah daaramiliki
pengaruh negatif signifikan terhadapgkat korupsi pemerintalaerah Hasil
pengujian ini sesuai dengan rumusan hipotedimt8va akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi,
sehinggahipotesis3 diterima.
Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Terhadap Tingkat Korupsi

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien koefisien regresi
variabeltransparansi laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh sebesar
0,023. Hasil pengujian pengaruh transparansi laporan keuangan pemerintah
daerahdiperoleh nilai Wald sebes&;451 dengan signifikansi sebesaiODL
Dengan nilai signifikansi yang lebikecil dari 0,05, maka dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa varialiehnsparansi laporan keuangan pemerintah

daerahmemiliki pengaruhnegatif yang signifikan terhadapgingkat korupsi
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pemerintah daerahHasil pengujianini sesuai dengan rumusan hipotesis 4
bahwa transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi,
sehinggahipotesis4 diterima.

4.7. Pembahasan

Berdasarkan dari hasil pengun diatas mengenai pengaruh desentralisasi
fiskal, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah
terhadap tingkat korupsi maka dapat ditemukan pembahasagasekerikut :

1. PengaruhDesentralisasi FiskalTerhadap Tingkat Korupsi

Hasil pengujianini menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian.
Desentralisasi fiskayang diukur dengan rasio pendapatan askrdh (PAD)
ditambah bagi haksipajak dan bukarpajak dengan realisasi total pengeluaran
deerah dalam satuan persen memili@ngaruhyang tidak signifikanterhadap
tingkat korups pemerintah daerah. Artinya tinggi atau rendahnya sebuah
desentralisadiiskal disebuah daerah tidak bengaruh terhadap tingkat korupsi.

Hal ini dapat ditunjukkan pada contoh kota semarang pada tahun 2016 memiliki
derajat desentralisasi fiskal tertinggi yaitu sebesar 32,90% namun masih
ditemukan sgimlah kasus korupsi.d@la kabupaten Klaten pada tahun 2016/ha
menunjukan derajat desentralisasi fiskal sebesar 8,83% namun tidak terdapat
adanya temuan korupsi.

Hasil ini juga memberikan indikasi bahwa korupsi rentan terjadi bukan
hanya dari PADseperti pajak dan retribusi daerahelainkan bisa dari sumber

pendaaan lain sepertAPBD, pengadaan barang/jasgana hibah dan bantuan
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sosial, manipulasi berjalanan dinas. Hal mendukung sebuah teofraud
triangle bahwa korupsi terjadi akibat adanya peluaf@pportunity) yang

didukung oleh lemahnyaternal control.

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian Fisman dan Gati (2000),
Lecuna (2012) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat
korupsi pemerintah daerah. Namun penelitian selaras denganpkasilitian
[rawanti (205) dan Hartanto (2013) bahwa desentralisasi fiskal tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

2. PengaruhAkuntabilitas LKPD Terhadap Tingkat Korupsi

Hasil pengujian hipotesi2 mendapatkan bahwakuntabilitas laporan
keuangan pemerintadtlaerah memiliki pengaruh yang signifikan terhatagkat
korupsi penerintah deerah dengan arah negatiflasil penelitian ini berhasil
membuktikan bahwa akuntabilitas LKPD yang diukur dengan opini audit
berpengaruh signifikan terhadap tingkat korup$al ini berarti bahwa daerah
dengarakuntabilitad KPD yang baikada kaitamya dengan tingkat korupsi yang
dilakukan oleh pmerintah daerah Semakin banyak pemerintah daerah
memperoleh opinauditor dengan hasil WTP maka hal tersebut akan mampu
mengurang tingkat terjadinya korupsi dilingkup pemerintah daerah. WTP
(Unqualified) adalah hasil pemeriksaan terbaik yang diberikan oleh BPK RI atas
pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini mendukung penelitian Nugroho (2018)asyitohet al. (2015)
dalam Ikhwan etal. (2016) yang menunjukkabahwa akuntabilitaskeuangan

berpengaruhnegative terhadap korupsi, berarti semakin baik tata kelola
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pemerintaharterutamaprinsip akuntabilitasdan transparansdapatmengurangi
tingkat korupsi Hasil penelitian inimenolak hasil penelitian yang dihasilkan
Wulandari (2015) opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
korupsi.
3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap

Tingkat Korupsi

Hasil pengujian hipotesi8 mendapatkan bahwakuntabilitas kinerja
pemerintahdaerahmemiliki pengaruh yang signifikan terhadéipgkat korupsi
penerintahdaerah dengan arah negatiasil penelitian ini menerima hipotesis
yang diajukan dalam penelitianlal ini berartisetiappemerintah daerah denga
akuntabilitas kinerja tinggi dapat mengurangi tingkat korupsi. Karena didalam
penyelenggaram pemerintahan, setiap pemerintah daealian dituntut untuk
melaporkan kinerjanya kepada kemendagri untuk dievaluasi masukan, proses,
keluaran, hasil, manfaat nWladampak dari penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah sehingga segala sesuatu yang diselenggarakan didalam pemerintahan harus
dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Nugroho (2016).
Namun menolak hasil penelitian Herigsih dan Marita (2013) bahwa
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat korupsi.

4. PengaruhTransparansi LKPD Terhadap Tingkat Korupsi
Hasil penelitian mendapatkan bahwa varialidnsparansi laporan

keuanga pemerintah daeramemiliki pengaruh yang signifikan terhadapgkat
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korupsi pemerintahdaerah dengan arah negatiflasil penelitian menerima
hipotesis yang telah diajukan dalam penelitidtal ini menunjukkan &hwa
transparansi LKPDyanglebih luasmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap
penurunan tingkatorupsipemerintah daerabh.

Pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangannya melalui
situs resminya masiAgiasing sehingga mudah diakses oleh masyarakat atau
pihak yang berkepentingarKondisi ini menggambarkan bahwaemerintah
daerah memberikan pengungkapan mengenatitesm keuangan secara terbuka
kepada masyarakat luas sehingga arus keuangan tpagkap akan tida
adanya kecurangan di dalamnydntuk mewujudkan penyelenggaraan rraga
yang bersih dan bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus
memenuhi asas keterbukaan tersebut. Dalam kondisi tidaksparansi,
rasionalitas agenenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh
insetif pribadi lebih besaiSebaliknya dalam transparansi, kepemilikan informasi
yang sama dapat menghindarkan dari korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi
peluang untuk medapatkan insentif lebih besar.

Hasil penelitian ini didukung penelitidthairudin dan Erlanda (2016) na
Kurniawan (2009) bahwa transparansi LKPD berpengaruh negatif signifikan
terhadap tingkat korupsi. Artinya semakin tinggi transparansi LKPD maka dapat
menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan hasil peneliida menolak hasil
penelitian Wulandari (2015) baka transparansi LKPD tidak berggaruh

terhadap tingkat korupsi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Dari hasil analisis data mengenai variabatiabel yang mempengaruhi

tingkat korupsi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang tidaignifikan dari variabel desentralisasi fiskal
(X1) terhadaptingkat korupsipemerintahldaerahKabupaten/Kota di Jawa
Tengah Sumberterjadnya tindak korupsbukan hanya dari PAD seperti
pajak dan retribusi daerah, melainkan bisa dari sumber pendanaan lain
seperti APBD, pengadaan barang/jasa, dana hibah dan bantuan sosial,
manipulasi berjal@an dinas

2. Terdapat pengaruh negatfang signifikandari variabel akuntabilitas
laporan keuangan pemerintah daerah (X@)hadap tingkat korupsi
pemerintahdaerahKabupaten/Kota di Jawa Tengakarena semua yang
terkait dengan arus keuangan pemerintatmataakan diperiksa oleh BPK
RI, sehingga pemerintah akan lebih meningkatkan pertanggungjawaban
ataslaporan keuangan untuk menghindari ketidakwajaran.

3. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah (X3) terhadap tingkairupsi pemerintah daerah
Kabupaten/Kota di Jawa TengaliKkarena pemerintah daerah harus
melaporkan kinerjanya kepada kemendagri untuk dievali&ediingga

pemerintah daerah akan lebih maksimal didalam menjalankan kinerjanya
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sebagai pemerintah daerah.

4. Terdamt pengaruh negatiffang signifikan dari transparansi laporan
keuangan pemerintah daeréX4) terhadaptingkat korupsi pemerintah
daerah Kabupaten/Kota di Jawa TengaBalam kondisi transparansi,
semua informasi terkait arus keuangan dapat terungsaipingga
rasionalitas agen tidak diberi peluang untukndepatkan insentif lebih
besar. Sebaliknya @an kondisi tidak transparansi, rasionalitas agen
cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh insetif
pribadi lebih besar.

5.2. KeterbatasanPenelitian
Dalam penelitianimasihmemilikiketerbatasanan kekurangadiantaranya

sebagaberikut :

1. Dalam penelitian ini, pengaruh secara simultan varabhelbel
independen terhadagariabel dependehanya 33,4%. Artinya masih ada

66,6% variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Dalam variabel desentralisasi fiskenya diukur dengan raiso pendapatan
asli daeah dan bagi hasil pajak dan bukaajak sehingganasih banyak
proksi yang bisa digunakan seperti : belanja daerah, jAefmyawai,

ketergantungan daerah, dana akkumum, dana alokasi khusus.

5.3. Saran
Berdasarkan dari hasil pengujian diatas mengenai pengaruh desentralisasi

fiskal, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja
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pemerintah daerah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah
terhadap tingkat korupsi makapdd ditemukan beberapa saran :
1. Aspek teoritis (keilmuan)

a) Penelitianterkait tingkat korupsi pada 105 sampel taf20142016
menunjukarsebanyak 74% atau 78 pemerintah daerah ditemukan adanya
tindak korupsi Perlunya pendidikan anti korupsi dan moral sangat
diperlukan sejak dini karena menjadi seorang pemimpin harus bisa
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

b) Bagi penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel yang
dapat mempengaruhi tingkat kpsudilingkup pemerintatuaerah sep#r
kualitas regulasi pemerintah yang telah diprediksi memiliki hubungan
negatif dengan tingkat korupsi. Dengan regulasi berkualitas tinggi yang
jelas, komprehensif dan mudah dilaksanakan maka dapat membantu
dalam mekanisme anti korupsi di suatu negara.

2. Aspek praktis (guna laksana)

a) Besarnya dsentralisadiiskal merupakan tolokikur kemandirian sebuah
daer&. Pada tabel statistik deskriptiésentralisasi fiskal ditemukanilai
ratarata paling kecil diantara variabel independen lainnya yaitu sebesar
14,61206. Artinya tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah di
Jawa Tengah pada tain 20142016 masih sangat kecil. Jadi, pemerintah
daerah perlu meningkatkan PAD dengan potpogensi yang dimiliki

masingmasing daerah.
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b) Pemerintah daerahdi Jawa Tengah perlu meningkatkan tingkat
keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan termapokah keuangan
kepada publikPada tabel statistik deskriptif hanya diperoleh nilai-rata
rata pada variabel transparansi LKPD sebesar 49,5238% srtinya
tidak mencapai 50% dari total sampgng melakukan keterbukaan
aktifitas penyelenggaraan pemerintaintasuk pengadaan barang/jasa,
investasi, pelaporan keuangan dan terakomodasinya pengaduan
masyarakat.Pada hasipenelitian hanya menunjukgengaruh sebesar

0,23.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO KOTA/BAPUBATEN
1 KAB. BANJARNEGARA
2 KAB. BANYUMAS
3 KAB. BATANG
4 KAB. BLORA
5 KAB. BOYOLALI
6 KAB. BREBES
7 KAB. CILACAP
8 KAB. DEMAK
9 KAB. GROBOGAN
10 KAB. JEPARA
11 KAB. KARANGANYAR
12 KAB. KEBUMEN
13 KAB. KENDAL
14 KAB. KLATEN
15 KAB. KUDUS
16 KAB. MAGELANG
17 KAB. PATI
18 KAB. PEKALONGAN
19 KAB. PEMALANG
20 KAB. PURBALINGGA
21 KAB. PURWOREJO
22 KAB. REMBANG
23 KAB. SEMARANG
24 KAB. SRAGEN
25 KAB. SUKOHARJO
26 KAB. TEGAL
27 KAB. TEMANGGUNG
28 KAB. WONOGIRI
29 KAB. WONOSOBO
30 KOTA MAGELANG
31 KOTA PEKALONGAN
32 KOTA SALATIGA
33 KOTA SEMARANG
34 KOTA SURAKARTA
35 KOTA TEGAL
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Lampiran 2. Tabulasi tahun 20142016
Data Korupsi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2014 s/d 201

No | Kabupaten/Kota 2014| 2015| 2016
1 KAB. BANJARNEGARA 1 1 1
2 KAB. BANYUMAS 1 1 1
3 KAB. BATANG 0 0 1
4 KAB. BLORA 1 1 1
5 KAB. BOYOLALI 1 0 1
6 KAB. BREBES 1 1 1
7 KAB. CILACAP 1 1 1
8 KAB. DEMAK 1 1 0
9 KAB. GROBOGAN 1 0 1
10 KAB. JEPARA 1 1 0
11 KAB. KARANGANYAR 0 1 0
12 KAB. KEBUMEN 1 1 1
13 KAB. KENDAL 1 1 1
14 KAB. KLATEN 1 1 0
15 KAB. KUDUS 1 1 0
16 KAB. MAGELANG 0 0 1
17 KAB. PATI 0 1 0
18 KAB. PEKALONGAN 1 1 1
19 KAB. PEMALANG 1 1 1
20 KAB. PURBALINGGA 1 1 1
21 KAB. PURWOREJO 1 1 1
22 KAB. REMBANG 1 1 1
23 KAB. SEMARANG 1 1 1
24 KAB. SRAGEN 1 0 1
25 KAB. SUKOHARJO 0 1 0
26 KAB. TEGAL 1 0 1
27 KAB. TEMANGGUNG 1 0 1
28 KAB. WONOGIRI 1 1 1
29 KAB. WONOSOBO 0 1 0
30 KOTA MAGELANG 1 0 1
31 KOTA PEKALONGAN 0 0 1
32 KOTA SALATIGA 1 1 1
33 KOTA SEMARANG 1 1 1
34 KOTA SURAKARTA 0 1 0
35 KOTA TEGAL 1 0 1

Tidak korupsi 8 10 9

Korupsi 27 25 26
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Tabulasi Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2012016

NO | KOTA/BAPUBATEN Desentralisasi Fiskal (%)
2014 2015 2016
1 | KAB. BANJARNEGARA 8,93 10,33 10,06
2 | KAB. BANYUMAS 16,06 18,25 16,12
3 | KAB. BATANG 12,52 13,58 11,66
4 | KAB. BLORA 13,39 8,50 15,84
5 | KAB. BOYOLALI 13,23 14,09 13,64
6 | KAB. BREBES 9,76 11,73 11,78
7 | KAB. CILACAP 14,09 14,43 13,42
8 | KAB. DEMAK 14,54 14,72 14,39
9 | KAB. GROBOGAN 13,00 14,18 12,20
10 | KAB. JEPARA 14,00 14,06 11,69
11 | KAB. KARANGANYAR 9,31 13,48 12,29
12 | KAB. KEBUMEN 8,71 10,76 9,59
13 | KAB. KENDAL 13,63 13,81 12,64
14 | KAB. KLATEN 7,28 9,20 8,83
15 | KAB. KUDUS 14,16 20,33 22,64
16 | KAB. MAGELANG 9,10 12,70 11,77
17 | KAB. PATI 11,12 13,80 11,83
18 | KAB. PEKALONGAN 13,97 15,10 16,05
19 | KAB. PEMALANG 9,13 11,70 13,61
20 | KAB. PURBALINGGA 14,84 13,56 12,53
21 | KAB. PURWOREJO 10,99 12,58 11,40
22 | KAB. REMBANG 12,69 13,73 11,29
23 | KAB. SEMARANG 19,90 16,85 15,97
24 | KAB. SRAGEN 10,24 12,92 11,65
25 | KAB. SUKOHARJO 14,28 16,59 15,37
26 | KAB. TEGAL 12,29 14,26 11,77
27 | KAB. TEMANGGUNG 12,40 14,98 13,48
28 | KAB. WONOGIRI 10,47 10,94 9,81
29 | KAB. WONOSOBO 9,62 12,06 11,10
30 | KOTA MAGELANG 16,95 21,76 22,82
31 | KOTA PEKALONGAN 18,05 19,14 20,76
32 | KOTA SALATIGA 14,48 21,04 18,39
33 | KOTA SEMARANG 31,25 28,06 32,90
34 | KOTA SURAKARTA 22,73 23,39 22,90
35 | KOTA TEGAL 26,94 26,37 24,94




Tabulasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan KabupatefKota di Jawa
Tengah tahun 20142016
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NG Entitas Opini Tabulasi
2014 | 2015 | 2016 | 2014| 2015| 2016

1 | ProvJawa Tengal WTP | WTP | WTP | 1 1 1
2 | KabBanjarnegaral| WTP | WTP | WTP | 1 1 1
3 | Kab Banyumas | WTP | WTP | WTP| 1 1 1
4 | Kab Batang WDP | WDP | WTP| O 0 1
5 | Kab Blora WTP | WTP | WTP| 1 1 1
6 | Kab Boyolali WTP | WTP | WTP| 1 1 1
7 | Kab Brebes WDP | WDP | WDP| O 0 0
8 | Kab Cilacap WDP | WDP | WTP| O 0 1
9 | Kab Demak WDP | WDP | WTP| O 0 1
10 | Kab Grobogan WTP | WTP | WTP| 1 1 1
11 | Kab Jepara WTP | WTP | WTP| 1 1 1
12 | Kab Karanganyar| WTP | WTP | WTP| 1 1 1
13 | Kab Kebumen WTP | WTP | WDP| 1 1 0
14 | Kab Kendal WDP | WDP | WTP| O 0 1
15 | Kab Klaten WTP | WTP | WDP| 1 1 0
16 | Kab Kudus WTP | WTP | WTP| 1 1 1
17 | Kab Magelang WDP | WDP | WTP| O 0 1
18 | Kab Pati WDP | WTP | WTP| O 1 1
19 | Kab Pekalongan | WDP | WTP | WTP| O 1 1
20 | Kab Pemalang WDP | WDP | WTP| O 0 1
21 | Kab Purbalingga | WDP | WDP | WTP | O 0 1
22 | Kab Purworejo WTP | WTP | WTP| 1 1 1
23 | Kab Rembang WDP | WDP | WDP| O 0 0
24 | Kab Semarang WTP | WTP | WTP| 1 1 1
25 | Kab Sragen WDP | WTP | WTP| O 1 1
26 | Kab Sukoharjo WDP | WTP | WTP| O 1 1
27 | Kab Tegal WDP | WDP | WTP| O 0 1
28 | Kab Temanggung| WTP | WTP | WTP | 1 1 1
29 | Kab Wonogiri WDP | WTP | WTP| O 1 1
30 | Kab Wonosobo | WDP | WDP | WTP | O 0 1
31 | Kota Magelang | WDP | WDP | WTP| O 0 1
32 | Kota Pekalongan | WDP | WTP | WTP| O 1 1
33 | Kota Salatiga WDP | WDP | WTP| O 0 1
34 | Kota Semarang | WDP | WDP | WTP| O 0 1
35 | Kota Surakarta | WTP | WTP | WTP | 1 1 1
36 | Kota Tegal WDP | WDP |WDP| O 0 0
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TABULASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DAERAH

Kabupaten danKota Di Jawa Tengah Tahun 2014016
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TABULASI TRANSPARANSI LKPD KAB./KOTA DI JAWA TENGAH TH. 2014/2016
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2014 2015 2016
NO| KOTA/BAPUBATEN
1|2 |3|4|5]|6]Total TE?/;‘)SP 1/2/3]4|5|6] Total Tz‘j/g‘fp 1|2|3| 4 |5]|6]Total| Transp (%)
KAB.
1 | BANIARNEGARA ol o|olo|l1]1] 2 | 333 |0|lo|o|o|1|1] 2 | 333 |0|0|0| O |1[1]| 2 33,3
2 | KAB.BANYUMAS | 1| 1 |0|0|1/0| 3 | 500 |1]1]|0|0[1]0] 38 | 500 |21|1|2] 1 |1]1] 6 100,0
3 | KAB. BATANG 1] 1]0]/ojolo| 2 | 333 |1|1|2|/0/0]|1| 4 | 667 |0|0]|0] 0 |1|0] 1 16,7
4 | KAB.BLORA 1| 1|ololo/o| 2 | 333 |1/1|0l0|l0|0] 2 | 333 |1|1|0] 0 |0|O]| 2 33,3
5 | KAB.BOYOLALI 111 [1]2/22] 6 |1000|2]2|2[2]2]2] 6 |1000[2|2]2] 1 |2]1] 6 100,0
6 | KAB.BREBES 1] 1|o0lololo| 2 | 333 |1/1|0l0|l0|0] 2 | 333 |1]|1|0] 0 |0|O]| 2 33,3
7 | KAB. CILACAP ol o|olo|lo|1] 1 | 167 |1|2|0]0|0|2| 3 | 800 |2|21|0| 0 |O|2| 3 50,0
8 | KAB.DEMAK 0 | 00 0 | 00 0 0,0
9 | KAB.GROBOGAN | 1| 1 |0|0]|0|0| 2 | 333 |1|1]|0/0|0|0| 2 | 333 |1|1]0]| 0 |0]0O]| 2 33,3
10 | KAB. JEPARA olo0|olojojo] o | 00 |0/0j0j0[2]0] 1 | 167 |1|1]0] 0 |2]0| 3 50,0
KAB.
11 | | AR ANGANYAR 111 |1]/o/2|2| 5 | 833 |1|21/2|0|2|2| 5 | 833 |1|1]|0| 1 |1|1]| 5 83,3
12| KAB.KEBUMEN |0]| 0 |0|0|1|0| 1 | 167 |0|0|0|0|2]0] 1 | 167 |0|0|0] O [1]0]| 1 16,7
13 | KAB. KENDAL 0|lo0|ol1|0[1] 2 | 333 |0|0|0[1]|0|2] 2 [ 333 |0|0|0O| 1 [2]2]| 3 50,0
14 | KAB. KLATEN 11 (2[2(2[2| 6 |1000(2|2l2l2l2l2] 6 [1000[2|2|2] 1 |2]2] 6 100,0
15 | KAB. KUDUS 1] 1]0]/ojojlo| 2 | 333 |1/1|/0(0]/0]|0|] 2 [ 333 |1|1]|0] 0 |0|l0]| 2 33,3
16 | KAB.MAGELANG | 1| 1 |1|1|1|1] 6 |1000|1|1|2]|2|2]2| 6 | 2000|221 (2] 1 [1]1] 6 100,0
17 | KAB. PATI olo0|olojojo] o | 00 |0/0j0j0[1]0] 2 | 167 |0]|0]0] 0 |[1]0] 1 16,7
KAB.
18 | pEKAL ONGAN 11 11]o0|lo/1lo| 3 | 500 |1]|21|0|l0|2|2| 4 | 667 |1|1]|0| 0 |1|0]| 3 50,0
19 | KAB.PEMALANG | 1| 1 |0|0|0|0| 2 | 333 [1|1]|0|0|l0|0|] 2 | 333 |1|1/0] 0 |0]0]| 2 33,3
KAB.
20 | HURBALINGGA ol o|olo|lojo| o | 00 |1|lo|o0|o|1|2| 3 | 800 2|00l 0 |2|2]| 3 50,0
21| KAB.PURWOREJO| 1| 1 |1|0|0|0| 3 | 500 [1]1|1]|0|0|1| 4 | 66,7 |1|1|1| 0 |0|1| 4 66,7
22| KAB.REMBANG | 1| 1|0|/0]|0|0| 2 | 333 |[1]|1]|0|0|1|1] 4 | 66,7 |1]|1|0] 0 |1]|1]| 4 66,7
23| KAB.SEMARANG | 1| 1 |o|1|1]1]| 5 | 833 [1]|1]|0|1|1]|0] 4 | 667 |0]|0O|0| 1 [1]0]| 2 33,3
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24 KAB. SRAGEN 0| 0|0|0|0O|0] O 00 |0|0|0|0|1|0] 1 16,7 |0/ 00| O |12|0| 1 16,7

25 KAB. SUKOHARJO | 0| O |[0|0|0|0O| O 00 |0|/0|0|O0|0O|0O] O 00 0|00 O |O|O| O 0,0

26 KAB. TEGAL 1/1(0{0|0|1| 3 500 {1/1/0/0|0|1| 3 500 (1(1|0| O |O|1] 3 50,0
KAB.

27 TEMANGGUNG 1,1 ]1/0j1]1| 5 833 |1/1/1/0j1/1, 5 833 111, 0 |1]1]| 5 83,3

28 KAB. WONOGIRI 1/1(0/0{0|0| 2 333 |1/1/0/0]0|0| 2 333 1]1|0| O |[1]0]| 3 50,0

29 KAB. WONOSOBO | 1| 1 (1(0f1|1| 5 833 |1/1/1/0|1|1| 5 833 1|11 0 |1]1] 5 83,3

30 KOTA MAGELANG | 1| 1 (0(0(0|0| 2 333 |1/1/0|1|1/0| 4 66,7 (110 1 |1/1] 5 83,3
KOTA

31 PEKALONGAN 1,1/0{0|1|1 4 66,7 |1/1/0/0|1/1, 4 66,7 (110 O |11 4 66,7

32 KOTA SALATIGA 1/1(0/0{2/1| 4 66,7 |0/0]/0|1]1|1| 3 500 (0]0|0] O |1|1] 2 33,3

33 KOTA SEMARANG | 0| O (OfOf1|1]| 2 333 |1/1/0j1|1/0| 4 66,7 (110 1 |1/1] 5 83,3
KOTA

34 SURAKARTA 0| O0|0|0O|2|2| 2 333 |1/1/0/0j1/1, 4 66,7 (110 O |2/1| 4 66,7

35 KOTA TEGAL 171 (1]1{1|1| 6 100,0|1|1|0|1|1|1] 5 833 110 1 |1]1]| 5 83,3




Lampiran 3. Hasil Output SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Dev iation
Desentralisasi Fiskal 105 7.28 32.90 14.6120 4.92799
Akuntabilitas_lap_
keuangan 105 0 1 .61 .490
Akuntabilitas_kinerja 105 0 1 71 .454
Transparansi_Lap_
keuangan 105 .00 100.00 49.5239 29.63960
Tingkat_korupsi 105 0 1 .74 439
Valid N (listwise) 105
Frequency Table
Akuntabilitas_lap_keuangan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid  non unqualif ied opinion 41 39.0 39.0 39.0
unqualified opinion 64 61.0 61.0 100.0
Total 105 100.0 100.0
Akuntabilitas_kinerja
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid tidak memberikan
skor pada LPPD 30 28.6 28.6 28.6
memberikan skor
pada LPPD 75 71.4 71.4 100.0
Total 105 100.0 100.0
Tingkat_korupsi
Cumulative
Freqguency Percent Valid Percent Percent
Valid tidak ada korupsi 27 25.7 25.7 25.7
Ada Korupsi 78 74.3 74.3 100.0
Total 105 100.0 100.0




Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Casés N Percent
Selected Casefr?;lfs;g in 105 100.0
Missing Cases |0 .0
Total 105 100.0
Unselected Cases 0 .0
Total 105 100.0

a. If weight is in effect, see classification table tfoe

total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value

Internal Value

82

tidak ada korupsiO
Ada Korupsi 1
Casewise List
Temporary
Observed Variable
Selected Tingkat_koru Predicted
Case |Statu$ psi Predicted Group Resid |ZResid
3 S t** .927 A -.927 |-3.563
17 |S t** .966 A -966 |-5.333
65 |S t** .841 A -.841 |-2.301

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified ¢

b. Cases with studentized residuals greater than 2.00(

listed.



Block O: Beginning Block

lteration History "¢

-2 Log Coefficients
Iteration likelihood Constant
Step 0 |1 119.873 971
2 119.710 1.059
3 119.710 1.061
4 119.710 1.061
a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 119.710

c. Estimatiorterminated at iteration numbet
because parameter estimates changed by

than .001.

Classification Table*®

Predicted
Tingkat_korupsi
tidak ada Ada Percentage
Observed korupsi Korupsi Correct
Step 0 TlngkaF_ tidak agla 0 27 0
korupsi |korupsi
Ada Korupsi |0 78 100.0
Overall Percentage 74.3

a. Constant is included in the

model.

b. The cut value is .500
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Variables in the Equation
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B S.E. Wald df Sig. | Exp(B)
StepQConstan| 1 op1 | 223 | 22573 1 .000 | 2.889
Variables not in the Equation
Score df Sig.
Step 0| Variables Desentralisasi_fiskal 56 1 812
Akuntabilitas_lap keu 11.918 1 001
ngan
Akuntabilitas_kinerja| 7.977 1 .005
Transparansi_Lap_ke 10.571 1 001
ngan
Overall Statistics 22.231 4 .000
Block 1: Method = Enter
lteration History ¢
2Log |Coefficients
Akuntabilitas|Akuntabi| Transparan
Iteration |likelihood |ConstantDesentrali| _lap_keuang|litas_kin |i_Lap_keua|
sasi_fiskaln erja ngan
Step|l [98.746 [2.725 |.001 -.869 -737 |-.014
1 |2 (93361 |4.267 |-.006 -1.419 -1.326 |-.021
3 [92.704 |5.032 [-.010 -1.688 -1.660 |-.023
4 |92.688 |5.172 |-.011 -1.735 -1.729 |-.023
5 192.688 |5.176 |-.011 -1.736 -1.731 |-.023
6 92 688 5176 |-.011 -1.736 -1.731 |-.023

a. Method: Enter
b. Constant is included in the

model.

c. Initial -2 Log Likelihood:

119.710






